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ABSTRAK

Keberadaan Organisasi Pengelola Zakat yang semakin maju dan kompleks,
sangat penting untuk diperhatikan. Baik dari segi kegiatannya maupun perlakuan
akuntansinya. Dana zakat yang diterima dan disalurkan harus memiliki sistem
pengelolaan dan akuntansi yang baik dan transparan, yaitu dengan membuat laporan
keuangan yang sesuai dengan standar PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan
Infak/Sedekah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan. Pertama,
bagaimana perlakuan akuntansi zakat di BAZNAS Kabupaten Gresik. Kedua,
bagaimana perlakuan akuntansi zakat dalam meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Gresik. Untuk menjawab kedua permasalahan
tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi zakat di BAZNAS
Kabupaten Gresik diwujudkan berupa pencatatan, pengakuan, pengukuran,
pengungkapan, dan penyajian. Dalam hal pencatatan dan pengakuan berupa
pencatatan dan mengakui penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah
dengan menggunakan metode cash basis. Untuk pengukuran berupa penerimaan aset
non kas BAZNAS Kabupaten Gresik menggunakan harga pasar yang berlaku,
sedangkan dalam hal pengungkapan BAZNAS Kabupaten Gresik telah
mengungkapkan tentang jumlah penerimaan ZIS dari muzakki dan penyaluran dana
ZIS kepada mustahiq dan program-program sosialnya. BAZNAS Kabupaten Gresik
memiliki kekurangan dalam hal penyajian laporan keuangan yang belum sepenuhnya
menggunakan PSAK no. 109. Komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK no.
109 terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan
aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan di
tahun 2016 laporan yang disajikan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik hanya laporan
penerimaan dan penyaluran dana ZIS serta laporan perubahan dana. Hubungan
perlakuan akuntansi zakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di
BAZNAS Kabupaten Gresik adalah dalam menyajikan informasi yang terkandung
dalam laporan keuangan yang diberikan perbulan dan tahunan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi zakat di BAZNAS
Kabupaten Gresik belum sepenuhnya sesuai PSAK No. 109, yakni dalam hal
penyajian laporan keuangan di Tahun 2016. Diharapkan di tahun yang akan datang
PSAK no. 109 sudah bisa diterapakan karena merupakan suatu kebutuhan.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem perekonomian yang paling berpengaruh di dunia saat ini ada dua,
yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosial. Sistem ekonomi
kapitalis adalah suatu sistem ekonomi yang mengijinkan dimilikinya alat-alat
produksi oleh pihak swasta, sedangkan sistem ekonomi sosialis merupakan
kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis, dimana pemerintah yang memiliki serta
menjalankan semua alat produksi, maka usaha swasta dibatasi dan kadang-
kadang dihapuskan sama sekali. Pada gilirannya, sistem ekonomi yang dianut
oleh sekelompok manusia sesungguhnya berfungsi untuk mencapai tujuan atau
hasil tertentu yang memiliki nilai yang ditetapkan dan bergantung kepada
prioritas masyarakat atau negara penganut sistem tersebut. Oleh karena itu,
bukan tidak mungkin prioritas antara satu sistem ekonomi dengan sistem
ekonomi yang lain berbeda. Sistem ekonomi Kapitalis lebih memprioritaskan
individu dan pada kelompok, sedangkan sistem ekonomi sosialis lebih
memprioritaskan kepentingan negara dari pada kepentingan individu.'

Berbeda dengan kedua sistem ekonomi di atas, Islam menerapkan sistem
ekonominya dengan mempergunakan moral dan hukum bersama-sama untuk

menegakkan bangunan suatu sistem yang praktis. Berkenaan dengan prioritas,

! Ahmad Muhammad, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip dan tujuan-tujuannya,
(Jakarta: Bina 1lmu,1980), 11



Islam mengetengahkan konsep keseimbangan antara kepentingan individu
(khusus) dan kepentingan negara (umum) yang bersumber kepada al-Qur’an dan
as-Sunnah.” Islam memberikan kebebasan kepada individu dalam berekonomi,
tidak seperti yang ditekankan pada sistem sosialisme, tetapi Islam tidak
melepaskannya tanpa kendali seperti yang dilakukan oleh sistem kapitalis.
Kebebasan ekonomi menurut Islam adalah kebebasan yang mutlak tetapi
mengikat kebebasan itu dengan batas-batas dari nilai-nilai syariat. Dalam hal ini,
Islam memberi wewenang kepada negara untuk ikut campur dalam
fungsionalisasi sistem ekonomi Islam. Negara berkewajiban melindungi
kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang kaum pemodal.
Sesungguhnya karakteristik tatanan Islam mengharuskan bertambahnya
penghasilan ummat dan menjaga kekayaannya dari penindasan dan penyia-nyiaan
pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Karakteristik tatanan Islam jika
diaplikasikan keseluruhannya akan menambah kekayaan masyarakat, mengurangi
tingkat pengangguran dan jumlah kemiskinan. Dan apabila jumlah orang-orang
miskin semakin sedikit ditengah-tengah ummat dan kekayaannya bertambah dan
orang-orang kayanya komitmen dengan cara yang dalam menginfakkan dan
mempergunakan kekayaannya, maka problem ini tidak akan muncul sama sekali
dan tidak akan menimbulkan kekhawatiran yang mengancam masyarakat,
sebagaimana yang terjadi pada masyarakat sosialis dan kapitalis yang segala

kekayaan didalamnya dirampas dan dihabiskan dengan benar dan tidak benar.

2 A. Djazuli dan Yadi Jauwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, sebuah
pengenalan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 20



Maka tatanan-tatanan yang dzalim itu akan melahirkan tatanan-tatanan yang
lebih dzalim dan lebih rusak. Seperti tatanan komunis apabila berupaya
melakukan terapi terhadap kemiskinan yang ada, maka disitu terjadi pemiskinan
atas semua rakyat dan hanya sekelompok kecil saja yang mendapat keuntungan.

Menurut Yusuf Qardhawi ada beberapa cara untuk menanggulangi
kemiskinan, Pertama adalah dengan bekerja. Kedua adalah jaminan sanak famili,
ketiga adalah jaminan negara. Dan cara keempat untuk menanggulangi
kemiskinan adalah melalui zakat.’

Saat ini perekonomian berbasis Islam sudah menjadi suatu kebutuhan
umat. Pemberdayaan ekonomi umat semakin giat dilakukan oleh beberapa
lembaga keuangan Islam. Mereka berupaya agar perekonomian Islam bukan saja
menjadi salah satu alternatif bagi umat Islam, tetapi memang harus menjadi satu
satunya pilihan bagi mereka. Hal ini untuk menghindarkan umat dari segala
macam praktek keuangan yang bersifat ribawi yang dilakukan oleh bank-bank
konvensional. Selain itu pemanfaatan zakat, Infak/Sedekah yang berasal dari
umat Islam harus sedini mungkin dikelola oleh lembaga pengelola zakat yang
profesional sehingga bisa disalurkan secara efektif dan tepat sasaran sebagai
suatu sisi ikhtiar pemberdayaan ekonomi umat.’

Zakat merupakan salah satu bagian ibadah dalam rukun Islam. Hukum

melaksanakan zakat merupakan wajib bagi setiap muslim yang masuk kriteria

® Yusuf Qardhawi, Kiat Sukses Mengelola Zakat, ( Jakarta : Media Dakwah, 1994), 99
* Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah, (Jakarta:
Gema Insani, 1998), 8



yang mampu membayar zakat. Zakat merupakan salah satu pilar dalam
membangun perekonomian, zakat tidak hanya dijadikan sebuah ritual agama,
tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Oleh
karena mampu membangun perekonomian sebuah negara, zakat membutuhkan
sebuah pengelolaan yang baik sistematis, transparan dan bertanggung jawab.
Menurut PSAK No. 109, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh
muzakki sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak
menerimanya (mustahiq).’

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah bukan semata-mata dilakukan
secara individual dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahig, akan
tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga atau badan yang khusus menangani zakat
yang memenuhi syarat tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat
inilah yang berwenang melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan
penagihan dan pengambilan serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.
Sebagaimana pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat
60:°

L 7 v . }:‘-.../1;},‘/ e - g P -/::“’ 2 Log 7 /7
v A OB a5 04l aal sl e odenally Sl (laal) e il L)
& - - = o 20 d >
DA e Al W T ey gl A el 5
Artinya : “ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allat’ yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

SAN

% |katan Akuntansi Indonesia, PSAK NO. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia, 2008, 02

® Departemen Agama RI, Al-Kamil, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : Darus
Sunnah, 2011), 217.



berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam regulasi Pemerintah juga diatur tentang pengelolaan zakat yakni
dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Undang-undang ini mengatur
tentang pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
Selain tentang pengelolaan zakat, undang-undang tersebut juga menyebutkan
tentang organisasi pengelola zakat yang beroperasi di Indonesia, organisasi
pengelolaan zakat yang disebut dalam undang-undang adalah Badan Amil Zakat
(BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).” Mengelola dana zakat, Infak/Sedekah
dari masyarakat Indonesia membutuhkan pelaporan pertanggungjawaban baik
oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini sesuai
dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada bab
II Pasal 7 yang mengatur tugas atau fungsi dari amil zakat, yaitu: Perencanaan
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pelaksanaan
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pengendalian
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; serta pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Untuk melaksanakan

pelaporan dan pertanggungjawaban pada masyarakat, ami/ zakat membutuhkan

standar akuntansi yang tidak hanya mengatur tentang pelaporan zakat saja, tetapi

7 Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2011. Pengelolaan Zakat.
Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan
yang berkaitan tentang pengelolaan zakat.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah memiliki standar akuntansi zakat,
yaitu PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah yang digunakan
untuk badan atau lembaga amil zakat yang mengumpulkan dan menyalurkan
zakat dan infak/sedekah dan PSAK 109 tersebut efektif berlaku tanggal 1 Januari
2012.8 Tujuan PSAK ini agar Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil
Zakat (LAZ) menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana ZIS (Zakat,
Infak/Sedekah) yang telah diterima dari masyarakat, PSAK No. 109 ini juga
mengatur tentang bagaimana Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat
(LAZ) melakukukan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan
pelaporannya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik merupakan
sebuah badan yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik yang
secara khusus diberikan wewenang untuk mengumpulkan, mendistribusikan,
mendayagunakannya, dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan dana
yang terkumpul. Dalam operasionalnya BAZNAS Kabupaten Gresik telah
menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat cukup

banyak dalam 5 tahun terakhir ini, hal ini ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

® |katan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 109



Tabel 1.1 :

Penerimaan ZIS BAZNAS Kabupaten Gresik Tahun 2010 - 2016°

No. Tahun Jumlah Perolehan ZIS (Rp.)
1 2010 111.044.000
2 2011 353.482.800
3 2012 777.583.549
4 2013 1.980.412.882
5 2014 2.631.784.378
6 2015 3.993.396.694
7 2016 5.088.758.446

Dilihat dari perolehan pengumpulan dana ZIS BAZNAS Kabupaten
Gresik yang cukup banyak, maka untuk melakukan tugas sebagaimana yang
diatur dalam wundang-undang BAZNAS Kabupaten Gresik perlu adanya
akuntansi zakat yang berupa PSAK no. 109 tentang akuntansi zakat,
Infak/Sedekah. Hal ini perlu dilakukan agar transparansi dan akuntabilitas
BAZNAS Kabupaten Gresik menjadi baik dan masyarakat juga dapat menilai
kinerja BAZNAS Kabupaten Gresik dalam pertanggungjawabannya atas

pengelolaan zakat yang dikelolanya.

% BAZNAS Kabupaten Gresik, Laporan Rekapitulasi Dana ZIS BAZNAS Kabupaten
Gresik, 2010 — 2016 ( Gresik : BAZNAS Kabupaten Gresik, 2017)



B.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik memahami dan mengkaji

untuk mendapatkan wawasan yang luas mengenai perlakuan yang akuntansi

zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Gresik.Untuk itu penulis mengambil

judul “ Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat dan Perananya dalam Transparansi

dan Akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Gresik”.

Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah terdahulu, dapat diidentifikasi masalah

sebagai berikut:

1. Zakat sebagai salah satu instrumen mengentas kemiskinan.

2. Fenomena problematika zakat dalam kehidupan masyarakat di wilayah
Kabupaten Gresik.

3. diperlukan keaktifan organisasi pengelola zakat (“amil) dengan tujuan
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam menunaikan
zakatmeningkatkan fungsi dan peran pranata agama dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil dan
daya guna zakat.

4. Dalam sistem pencatatan dan penyajian pelaporan organisasi pengelola zakat
masih banyak yang belum mengacu pada standar akuntansi zakat PSAK no.
109.

5. Sebagian besar organisasi pengelola zakat akuntansinya masih dilakukan

berdasarkan nilai dasar tunai (cash basic), dimana model pencatatan



transaksi akuntansi yang membukukan semua pendapatan yang sudah
diterima.

Hasil identifikasi masalah pada bagian terdahulu, perlu diberikan batasan-
batasan yang jelas agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan tepat dan
efektif. Penelitian ini membatasi dalam hal :

1. Perlakuan akuntansi zakat BAZNAS Kabupaten Gresik mulai dari
pengakuan, pengukuran dan pengungkapan serta penyajiannya dalam laporan
keuangan.

2. Peranan akuntansi zakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

BAZNAS Kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, adapun rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana perlakuan akuntansi zakat di BAZNAS Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi zakat dalam meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Gresik?

D. Tujuan Penelitian
1. Untuk memberikan gambaran perlakuan akuntansi zakat di BAZNAS

Kabupaten Gresik
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2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi zakat dalam meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Gresik.

E. Kegunaan penelitian
Diharapkan dengan mengetahui analisis perlakuan akuntansi zakat dalam
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Gresik,
akan dapat memberikan kegunaan yaitu :
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan intelektualitas dan
memperluas khasanah keilmuan, serta mampu menjelaskan analisis
perlakuan akuntansi zakat dalam upaya peningkatan transparansi dan
akuntabilitas kepada masyarakat.
2. Bagi Organisasi Pengelola Zakat
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi
organisasi pengelola zakat lainnya dalam rangka memperkaya literatur
maupun keilmuan di bidang akuntansi syari’ah maupun pengelolaannya yang
sesuai dengan syari’ah.
3. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapan dapat menjadi masukan bagi lembaga atau
organisasi pengelola zakat yang di bawah naungan pemerintah maupun
swasta agar lebih profesional dan akuntabel dalam mengelola dana Zakat,

Infak,dan Sedekah (ZIS).
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4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan

tambahan ilmu bagi siapa saja yang membaca.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan sebuah penelitian terhadap obyek permasalahan,

maka penting untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan

untuk memastikan belum adanya penelitian serupa yang telah ditulis sebelumnya.

Adapun penelitian terdahulu yang diketahui oleh penulis antara lain:

1.

Penelitian Andi Metari Setia berupa tesis berjudul *“Analisis Penerapan
Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa’ Makasar”,
Penelitian ini menjelaskan dalam proses akuntansinya dibantu dengan
menggunakan perangkat lunak (software) yang disebut accurate untuk
memudahkan proses administrasi dan pencatatan akuntansi sehingga
menghasilkan informasi keuangan dengan cepat untuk pengakuan terhadap
dana ZIS dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (cash basic)."

Penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Soleh dalam tesisnya yang
berjudul “ Analisis Pendekatan Relational Guna Peningkatan Zakat, Infak,
Sedekah pada Lembaga Zakat Nasional di Surabaya’. Dalam penelitian ini,
hubungan relasional yang terjalin antara Lembaga Amil Zakat Nasional

(LAZNAS) dengan para donaturnya dilihat dari beberapa aspek yaitu adanya

19 Andi Metari Setia  Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat

Dompet Dhuafa’ Makasar”(Makassar : Universitas Makassar, 2012)
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keakraban yang telah terjalin dan kepuasan yang diperoleh oleh donaturnya
sehingga hal tersebut dapat menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan
dan komitmen hingga loyalitas donatur pada LAZ sehingga dengan demikian
akan dapat meningkatkan pengumpulan dana ZIS guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.''

Penelitian yang dilakukan oleh Naili Velayati dalam tesisnya yang berjudul “
Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik dalam
Meningkatkan Jumlah Muzakki”. Dalam Penelitian ini, penulis
menyimpulkan langkah-langkah strategi BAZNAS Kabupaten Gresik dalam
meningkatkan muzakki yakni dengan melakukan pendekatan terhadap
pemerintah daerah untuk mengeluarkan surat edaran Bupati yang berisi
himbauan gerakan infak bulanan dan zakat profesi, dengan demikian
BAZNAS Kabupaten Gresik dalam meningkatkan jumlah muzakki dinilai
belum maksimal, hal ini berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan
bahwasannya meningkatnya jumlah muzakki yang ada bukan karena

. . - B
kesadaran diri dari muzakki.

G. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian dan Tahap —Tahap Penelitian

! Mochammad Soleh “ Analisis Pendekatan Relational Guna Peningkatan Zakat, Infag,

Shadagah pada Lembaga Zakat Nasional di Surabaya (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013)

12 Naili Velayati “ Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik

dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki”(Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014)
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Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris research yang
berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan
suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna
terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau
menjawab problemnya."

a. Jenis Penelitian
Dalam penulisan tesis ini peneliti menggunakan penelitian
kepustakaan (/ibrary research) yang mencakup; pertama, studi pustaka
sebagai telaah teoritik suatu disiplin ilmu, yang perlu dilanjutkan
dengan uji empirik, untuk memperoleh bukti kebenaran emperik. Yang
kedua, adalah studi teks yang berupaya mempelajari teori linguistik atau
studi kebahasaan atau studi perkembangan bahasa. Yang ketiga, studi
pustaka yang seluruh substansinya memerlukan olahan filosofik atau
teoritik dan terkait pada values, dan yang keempat adalah studi karya
sastra.'*
Penelitian studi pustaka ini termasuk kedalam studi pustaka yang
nomer satu yaitu peneliti pada penelitian ini menggunakan metode
penelitian deskriptif-kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis

13 Joko Subagyo, Metode Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 2.
 Neong Muhadjir, Metodologi penelitian KualitatifEdisi 11l (Yogyakarta: Bayu Indra
Grafika, 1996), 159.
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fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi,

pemikiran orang secara individual maupun kelompok."

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif
kepustakaan dengan berdasarkan tulisan yang mengarah pada
pembahasan tesis ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang
berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi
saat sekarang. Penelitian deskriptif sesuai karakteristiknya memiliki
langkah - langkah tertentu dalam pelaksanaannya. Langkah-langkahnya
antara lain diawali dengan adanya masalah, menentukan jenis informasi
yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data, pengolahan
infomasi kemudianditarik kesimpulan.16

b. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu:

1) Menentukan masalah penelitian, dalam tahap ini peneliti mengadakan
studi pendahuluan.

2) Pengumpulan data, pada tahap ini peneliti mulai dengan menentukan
sumber data. Yaitu peneliti mengumpulkan data dari buku-buku yang
terkait dengan topik penelitian.

3) Analisis dan penyajian data, yaitu menganalisis data dan akhirnya

ditarik suatu kesimpulan.

> Nana Syodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2005), 60.
1® Jualiansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 35.



15

2. Sumber Data
Sumber acuan dalam kajian pustaka seyogyanya menggunakan
sumber data literer, yang mana sumber data diperoleh peneliti dari buku
karangan para ahli yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Sumber data
literer ada dua yaitu:

1) Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari
sumber asli.'” Dalam hal ini adalah data-data atau dokumen yang ada
di BAZNAS Kabupaten Gresik.

2) Sumber data sekunder adalah semua literatur yang relevan dengan
topik penelitian, antara lain tulisan Iwan Triyuwono, Perspektit,
Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah, M. Arif Mufraini,
Akuntansi dan Manajemen Zakat, dan Ikatan Akuntansi Indonesia,
PSAK NO. 109.

3. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
Pengumpulan data dapat dilaksanakan dalam berbagai setting, berbagai
sumber, dan berbagai cara.'*Adapun langkah-langkah yang diambil penulis

dalam mengumpulkan data antara lain:

7 Ayu wijaya, “Data Primer dan Data Sekunder* dalam http://www Nagabiru8s.
wordpress.com (5 Februari 2017)

8 Sugiyono, Metode Peneltian kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,

2011), 224.


http://www/
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a. Wawancara (/nterview)
Esterberg mendefinisikan interview (wawancara) sebagai berikut
. Interview is a meeting of two persons to exchange information and
idea trough question and responses, resulting and communication and
Jjoint construction of meaning about of particular topic*’.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan
makna dalam suatu topik tertentu.

Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan data-data serta
memperoleh informasi dari pihak pengelola, muzakki dan mustahiq
zakat di Kabupaten Gresik. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai
sebagai berikut : Pihak pengelola BAZNAS Kabupaten Gresik, antara
lain :

1) Muhtadin, S.Hi sebagai Kepala Kantor BAZNAS Kabupaten
Gresik

2) Abdul Kholig, S.Pd.I, Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten
Gresik

3) Achmad Khusnun Ridlo, S.Pd.I, Bidang Pendistribusian dan
Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Gresik

4) Ibu Bidang Keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik

b. Observasi

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang diperoleh

dengan jalan melalui pengamatan terhadap obyek penelitian yang
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dilakukan dengan cara mencatat secara sistematis hasil dari pengamatan
tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penelitian ini, tiga komponen penting yang akan
diobservasi yaitu place (tempat), actor (pelaku), dan activities (aktifitas).
Dengan observasi maka akan diperoleh pengalaman langsung,sehinggan
memungkinkan  peneliti memungkinkan  peneliti menggunakan
pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan
sebelumnya. Studi Pustaka

Dalam metode ini penulis akan membandingkan antara yang
ditemukan di lapangan dengan refrensi-refrensi yang berkaitan dengan
objek penelitian, sehingga diperoleh adanya perbandingan secara
keilmuwan antara fakta yang ditemui di lapangan dengan konsep-konsep
yang ditemukan oleh para tokoh dalam masalah praktik pendayagunaan
zakat yang terjadi di masyarakat. Penulis akan mengambil konsep-konsep
yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dala penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam
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pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain."

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisi data
yaitu :

a. Content analysis yakni pemahaman secara konsepsional yang
berkelanjutan didalam deskripsi. Barcus memberikan definisi content
analysis sebagai,” content analysis merupakan analisis ilmiah tentang isi
pesan atau komunikasi.” Secara teknis content analysis mencakup
upaya: 1). Klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, 2).
Menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi, dan 3). Menggunakan
teknik analisis tertentu sebagai pembuat prediksi. Deskripsi yang
diberikan para ahli Berelson, Lindzey, dan Aronson yang dikutip oleh
Albert Widjaja dalam disertasinya tentang content analysis
menampilkan tiga syarat, yaitu: obyektivitas, pendekatan sistematis,
dan generalisasi. Hasil analisi haruslah menyajikan generalisasi, artinya
temuannya haruslah mempunyai sumbangan teoritik; temuan yang
hanya deskriptif rendah nilainya. George dan Kraucer menyatakan
bahwa,”content analysis kualitatif lebih mampu menyajikan manusia
dan lebih mampu melukiskan prediksinya lebih baik.”*® Peneliti
melakukan analisis perlakuan akuntansi zakat dalam upaya transparansi

dan akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Gresik.

19 Sugiyono, Metode Peneltian kuantitatif Kualitatif dan R&D, 243.
2 Neong Muhadjir, Metodologi Peneltian Kualitatif edisi 111, 49.
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b. Cara berfikir induktif yakni Penalaran ini penulis tekankan, karena
umumya penelitian kualitatif bersifat induktif, kita berangkat dari
kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata
(ucapan, perilaku subyek penelitian dan situasi lapangan penelitian)
kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori yang bersifat
umum.”’

Data yang ada dikepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah
dengan cara:

1) Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari
segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang
satu dengan yang lain.

2) Organizing, yaitu mengorganisir data-data yang diperoleh dengan
kerangka yang diperlukan.

3) Penemuan hasil penelitian, yaitu melakukan analisis terhadap hasil
pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan

metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu

yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

156.

?!Dede Mulyono, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Ramaja Rosakarya, 2002),
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H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan penelitian ini lebih terarah, maka penulis
menyusunnya ke dalam sistematika bahasan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bentuk dari pendahuluan yang membahas
tentang gambaran awal penelitian yang berfungsi mengantarkan secara
metodologis penelitian ini. Bab pertama ini membahas tentang latar belakang
masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian
dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kajian konseptual sebagai tempat berpijak pembahasan.
Bab kedua ini fokus membahas konsep dan akuntansi zakat.

Bab ketiga memaparkan hasil penelitian, yakni perlakuan akuntansi zakat
di BAZNAS Kabupaten Gresik.

Bab keempat merupakan bagian analisis perlakuan akuntansi zakat dalam
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Gresik.

Bab kelima merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran

terhadap pembahasan diatas.



BABII

KONSEP DAN AKUNTANSI ZAKAT

A. Konsep Zakat
1. Pengertian Zakat

Kata Zakat diambil dari masdarnya yaitu Zaka yang berarti
berkah (3,4l ) bertambah ( 3343) ), bersih ( _wkdl), dan baik ( sl )2
Pengertian ini hampir sama dengan apa yang ada dalam kitab /isan al-
a’rab, yang menjelaskan bahwa zakat secara umum berarti suci,
bertambah, berkah dan suci.”?

Zakat dalam istilah fikih merupakan sebutan atau nama bagi
sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT agar diserahkan
kepada orang yang berhak (mustahig).”*Jumlah yang dikeluarkan itu
dinamakan zakat karena yang dikeluarkan tersebut itu dinamakan zakat
karena yang dikeluarkan tersebut dapat menambah banyak, membuat
lebih berarti dan dapat melindungi kekayaan dari kebinasaan. Bagi orang
yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih,

sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Taubah (9) ayat 103:*

22y usuf al Qardawi, Figh al-Zakat Dirasa™h al Mugarana’t li Ahkamiha™ wa Falsafatiha™
li Daw’i al Qur’an wa al Sunnah ( Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1991), 37

2% Ibn Ma’zir, Lisan al-ara b, Vol | (Beirut: Dar al Fikr, t.th), 347

*Mina M Armando (et al.), Ensiklopedi Islam, Vol. 7 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
th.2005), 312

®Departemen Agama RI, Al-Kamil; Al-Qur’an dan Terjemahnya, 203
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Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu
kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah
untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)
ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui”.

Dari ayat tersebut diatas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan
para muzakki dapat membersihkan dan menyucikan hati manusia, tidak
lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir.

Beberapa ulama’ memahami ayat diatas sebagai perintah wajib
atas penguasa untuk memungut zakat. Tetapi mayoritas ulama’
memahaminya sebagai perintah sunnah. Ayat ini juga menjadi alasan bagi
ulama’ untuk menganjurkan para penerima zakat agar mendoakan setiap
orang yang memberi zakat dan menitipkannya untuk disalurkan kepada
yang berhak.*®

Kata tuzakkihim terambil dari kata zaka dan tazkiyah yang
berarti suci dan dapat juga berarti berkembang. Sementara ulama’
memahami kata tutahhiruhum dalam arti membersihkan dosa mereka, dan

kata tuzakkihi m adalah menghiasi jiwa mereka dengan aneka kebajikan

dan atau mengembangkan harta mereka.”’

% M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-
Qur’an, Vol. V (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 666
%" 1bid, 669
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Dengan demikian ayat diatas menunjukkan betapa eratnya
hubungan pengertian zakat secara bahasa dan secara lisan, yaitu
menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi
berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.

Menurut PSAK no. 109, zakat adalah harta yang wajib
dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk
diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahig).”* Pemberian
kewajiban syari’ah dari muzakki ke mustahiq dapat melalui amil
ataupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai
pesyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik),
tarif zakat (gadar), dan peruntukannya.

Menurut sejarah, kewajiban zakat sudah disyariatkan kepada para
Nabi dan Rasul, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim

a.s. yang tercantum dalam surat al-Anbiya’ (21) ayat 73:”

-

A (A TS R P TE Pt PR B W PR
°)‘l‘a'”’°b,b9)‘ﬁ'>‘“d"?m€'f‘,lb‘ﬂ"ﬁbbflﬁ 'U%‘L&i"v_éu’?j

-

P

T e W1565 50100

Artinya :"Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin
yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami
wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan
sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah
mereka selalu menyembah”.

%8 |katan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 109, 02
%% Departemen Agama RI, Al-Kamil; Al-Qur’an dan Terjemahnya, 329
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Namun demikian, penerapan zakat pada agama-agama sebelum
Islam, belum merupakan kewajiban mutlak, tetapi ia bersifat solidaritas
sosial dan rasa belas kasihan dalam rangka menyantuni orang-orang
miskin.*

Kewajiban zakat bagi kaum muslimin baru diperintahkan secara
tegas dan jelas pada ayat yang diturunkan di Madinah. Zakat diwajibkan
dengan tujuan untuk meringankan beban penderitaan kaum dhuafa™’, fakir
miskin atu pelipur lara bagi orang-orang sengsara serta membantu orang-
orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Disamping itu pemberian
zakat dapat merekat dan mempererat tali kasih dengan sesama muslim
sehingga dapat mengurangi timbulnya kesenjanagan atau gejolak
ditengah-tengah masyarakat yang sering terjadi antara orang-orang kaya
dengan orang-orang miskin.

Dilihat dari aspek sosiologis, manusia adalah makhluk sosial (zoon
politicon), memiliki rasa kemanusiaan, belas kasihan dan tolong
menolong. Akal manusia yang sehat pasti cenderung kepada sifat-sifat
seperti di atas dan menolak sikap serta perilaku individualistis, egoistis.
Secara sosiologis, zakat adalah refleksi dar rasa kemanusiaan, keadilan,
keimanan serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam

sikap orang kaya.3 !

% Abdurrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial (Jakarta ; PT. Raja
Grafindo Persada, 1998), 51
*! 1bid, 55
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Selain kata zakat ada istilah lain yang memiliki arti yang sama
dalam hal membelanjakan harta, yaitu Infak/Sedekah. Infak ditinjau dari
segi bahasa berarti pembelanjaan. Ada pula yang menyebutkan nafagah
yang berarti belanja.

Sedangkan yang dimaksud dengan infak menurut terminology
adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan
yang lain, baik berupa makanan, minuman dan sebagiannya atau
menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena
Allah semata.™

Adapun sedekah berasal dari kata al-sidgu™ yang artinya benar.
Dalam pengertian terminologinya sedekah sama dengan pengertian infak,
hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah
memiliki arti lebih luas yang menyangkut hal-hal yang bersifat non
materi.”

2. Dasar Hukum Zakat
Zakat merupakan salah satu rukun Islam, zakat diwajibkan di
Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Kewajiban tersebut
diperintahkan setelah kewajibanmelaksanakan puasa ramadhan.Dalam al-

Qur'an kata “zakat” digandengkan dengan kata “sa/af’ dalam satu

ayat.Sebanyak dua puluh enam kata “zakat” yang selalu dihubungkan

%2 Abdul Aziz Dahlan, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1996), 716

% Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis tentang Zakat, Infag, Sedekah (Jakarta; Gema
Insani, 2008), 15
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dengan salat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran zakat dalam

kehidupan ummat.**

Adapun dasar-dasar hukum zakat diantarannya adalah sebagai

berikut:
a. Al Qur’an

Surat al-Baqarah (2) ayat 43

ir}d‘?SJJ‘//|J’§)| ;JJ“)J‘//"}JVAJ“N‘)

Artinya :*“ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah
beserta orang-orang yang ruku'.

Surat al-Taubah (9) ayat 103:*°

U EL G B e o G, oS53 a4l D80 A w»

) Sl (:M a5
Artinya : “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka
dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu
itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mercka. Dan Allah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui’.

Surat al-Bayyinah (98) ayat 5%
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Artinya : “ Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya

menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-

 Mina M Armando (et al.), Ensiklopedi, 312
% Departemen Agama RI, Al-Kamil; Al-Qur’an dan Terjemahnya, 78
36 i
Ibid, 203
*" 1bid, 568
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Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya
mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan
yang demikian itulah agama yang lurus”.

b. Al Hadist
Hadist riwayat Abu Abdu al-Rahman Abdullah Umar Ibnu Khattab:*®

gally S5 o)y s3all Al &) (o) 12asa i & ¥) AD) ¥ & Balgd pund
Olaaa ) aa

Artinya : Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata:
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat
Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad
Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat,
hajji, dan puasa Ramadhan”. (HR Bukhari, no. 8).

Kemudian hadist sebagaimana dikutib oleh al Syaukani, :

“ Rasulullah SAW bersabda kepada Mu’adz bin Jabal ketika
beliau diutus ke Negeri Yaman yang artinyabahwa
NabiMuhammad SAW mengutus Mu’adz r.a. ke negeri Yaman.
Beliau berkata pada Mu’adz “ serulah mereka untuk bersaksi
bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika
mereka mematuhi hal itu maka beri tahukan kepada mereka bahwa
Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu setiap sehari
semalam. Jika mereka mematuhi hal itu maka beri tahukan kepada
mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang
dipungut dari mereka yang kaya untuk dibagikan kepada mereka
yang miskin. (H.R. Bukhari).

Hadist diatas menggambarkan tentang kewajiban zakat sekaligus

sebagai contoh dan tata cara dalam melakukan pungutan dana (harta)

% Muhammad Ibn Ismail al Bukhari, Sahih Bukhari, Jilid | (Beirut : Luban Dar al Fikr,
t.th), 11
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zakat yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW.* Pada waktu itu beliau
melakukan pungutan atau pengumpulan zakat dengan cara mengutus para
wali (gubernur) ke berbagai daerah untuk mengambil dana zakat tersebut
dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada mereka yang berhak
menerimannya. Hal serupa juga pernah dilakukan oleh sahabat Nabi
SAW, mereka mengumpulkan dana zakat dengan cara mengangkat
perwali dan menugaskannya untuk mengambil dana zakat tersebut
kemudian membagikannya kepada mereka yang berhak menerimanya.
Berdasarkan ayat-ayat dan hadist-hadist diatas, jelas bahwa
mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun Islam.
Bahkan dalam sejarah Islam, sahabat Abu Bakar pernah memerangi
orang-orang yang enggan membayar zakat.
3. Syarat Zakat
Harta yang wajib dizakati adalah harta yang memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut:*’
a. Harta milik secara penuh, yaitu kekayaan yang berada di bawah
kekuasaan pemilik dan tidak tersangkut didalamnya hak orang lain.
b. Berkembang, yaitu kekayaan yang dikembangkan atau mempunyai
potensi untuk berkembang produktif dan memberikan keuntungan atau

pendapatan.

*¥Abu Hasan Ali Abd Hayyi al Hasani al Nawawi, Empat Sendi Agama Islam, Alih
Bahasa, Zainuddin (Jakarta; Rinika Cipta, th.1992), 109
““Mina M. Armando (et al.), Ensiklopedi, 312
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c. Cukup satu nisab, yaitu jumlah minimal harta kekayaan yang harus
dikeluarkan zakatnya dalam waktu tertentu.

d. Melebihi kebutuhan biasa (kebutihan rutin), yang dimaksud dengan
kebutuhan rutin adalah sesuatu yang harus ada untuk ketahanan hidup,
seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan,dan alat kerja.

e. Bebas dari hutang (pemilikan sempurna), apabila mempunyai hutang
yang menghabiskan atau mengurangi jumlah satu nisab, pemilik tidak
wajib mengeluarkan zakat.

f. Berlaku satu tahun (haul), persyaratan satu tahun hanya untuk ternak,
uang dan harta perdagangan.

4. Orang yang Wajib Zakat (muzakki)

Muzakki atau yang biasa disebut donatur adalah orang, organisasi
atau perusahaan yang pernah atau masih menyalurkan zakat,
Infak/Sedekah (ZIS) kepada pengelola zakat untuk disampaikan kepada
mustahig. Adapun menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan
zakat, muzakki adalah seorang muslim atau badan wusaha yang
berkewajiban menunaikan zakat.*’ Dengan demikian seseorang dapat
disebut muzakki atau donatur apabila ia pernah mendonasikan dana zakat,
infak, dan sedekah (ZIS) kepada organisasi pengelola zakat (OPZ) untuk

digunakan dan disalurkan bagi pemberdayaan mustahig.

! Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
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Adapun syarat-syarat wajib zakat bagi muzakki adalah sebagi
berikut:**
1) Islam
2) Baligh dan berakal
3) Merdeka
4) Hak milik yang sempurna (miliknya sendiri).
5. Golongan yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq)

Golongan yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang
termasuk dalam al-asnaf al-thamaniyat sebagaimana yang telah
ditentukan Allah SWT dalam ﬁrman-Nya:43

BT 55 o8 31523 e ey st 20 L TR EB ST L)
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Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para
mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka
yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang
diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana.(Q.S. At-taubah [9];60)

2\

Dalam pembagian zakat ini, para mujtahid berbeda pendapat:
Imam Syafi’i mengatakan bahwa zakat itu hendaknya dibagikan

kepada delapan golongan saja. Karena hal ini sudah merupakan ketetapan

*2Ahamd Sarwad, Seri Figh Kehidupan; Zakat (Jakarta: Rumah Figh Publishing, t.th), 85
“Departemen Agama RI, Al-Kamil; Al-Qur’an dan Terjemahannya, 197
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yang telah digariskan oleh Allah, ditambah lagi hadist riwayat Ziad Ibnu
Suda’i yang memperkuat pembagian tersebut.**

Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat itu tidak
hanya dibagikan kepada delapan golongan saja, tetapi boleh diberikan
kepada orang-orang yang sedang membutuhkan, pendapat ini diperkuat
oleh hadist Rasulullah SAW, dari Mu’az bin Jabal ketika diutus oleh
Rasulullah ke Yaman, sebagaimana tercantum pada pembahasan
sebelumnya diatas.

Delapan golongan yang disebutkan dalam ayat diatas menurut
perinciannya sebagai berikut:

a. Fakir
Yaitu orang yang sangat miskin tidak berharta dan tidak pula
kuasa untuk bekerja atau berusaha guna memenuhi hajat nafkahnya,
sedangkan orang yang menanggung belum ada.®
b. Miskin
Yaitu orang yang tidak dapat mencukupi hajat nafkahnya,
meskipun ia mempunyai harta dan usaha. Akan tetapi harta dan
usahanya itu belum dapat mencukupi hajat nafkahnya.** Melihat

keberadaan seseorang ditengah-tengah masyarakat, mereka yang

*Muhammad Ibnu Idris al Shafii’I, Al Umm, Jilid 1l (Kairo: Dar al Fikr, 1983), 76

**Djamal Doa, Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta, (Jakarta:
Nuansa Madani, 2001), 66

“®Ibid, 69.
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pendapatannya tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya, maka
berhak untuk mendapatkan jatah zakatnya.
c. ‘Amil
Yaitu orang yang mengumpukan dan membagi-bagikan zakat
kepada siapa yang berhak menerimanya.’ Yang dimaksud dengan
‘ami | adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan
administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan,
ketatausahaan, perhitungan maupun pendayagunaan dan seterusnya.**
d. Muallaf
Yaitu mereka yang perlu dijinakkan hatinya agar cenderung
untuk beriman kepada Allah dan mencegah agar mereka tidak berbuat
kejahatan bahkan diharapkan mereka agar sadar dan membela serta
menolong kaum muslimin jihad di jalan Allah.*’
€. Riqa_b
Rigab adalah orang yang membeli budak dari harta zakatnya
untuk memerdekakannya. Dalam hal ini banyak dalil yang cukup jelas
bahwa Islam telah menempuh berbagai jalan dalam upaya menghapus
perbudakan. Dan hukum ini sudah tidak berlaku karena pada saat ini

perbudakan sudah tidak ada.”

*"" Ibid, 69

*8 yusuf Qardawi, Figh al Zakat, Jilid |1 (Beirut; Dar al-Irsyad, t.th), 579

9 Syeikhul Hadi Permono, Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan
Nasional, Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1993), 21

%0 Abdurrahman al Jaziri, Kitab al Figh ala Madh ahib al Arba’ah, Juz III (Beirut; Dar Al
Fikr, t.th), 621
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f.  Gharimin
Yaitu mereka yang mempunyai hutang karena suatu
kepentingan yang bukan kemaksiatan, sedang ia mampu untuk
melunasinya.51 Yang dimaksud gharimin adalah orang yang
berhutang dan tidak bisa melunasi hutangnya.>
g. Sabilillah
Yaitu orang-orang yang berjuang dan berpegang di jalan Allah
guna meninggikan agama Allah, karena ia pada saat itu tidak sempat
mencari nafkah. Untuk beberapa usaha guna meninggikan agama
Islam dan ajaran-ajarannya, dan untuk segala usaha sebagai kebaktian
kepada Allah SWT.>
h.  Ibnu Sabil
Ibnu sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam berpergian
dengan maksud baik, misalnya menuntut ilmu, menyiarkan agama
dan sebagainya.>*
6. Pendayagunaan Dana yang Tersedia
Tentang pendayagunaan zakat kita perlu mengingat dua fungsi
utama zakat. pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa

manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah. Artinya, ia telah

%! Djamal Doa, Membangun Ekonomi Umat, 72

52 Abdul Khalid al Nawawi, Al Nizam al Mal Fi al Islam, (Mesir; Al Matba’ah al
Fanniyah al Hadits, Cet I, 1971), 102

% Ibid, 106

> Ibid, 109
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ikhlas mengeluarkan bagian tertentu dari hartanya. Kedua, zakat itu juga
berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan. Dalam hal yang kedua
ini pemanfaatannya mempunyai arti penting, sebagai salah satu upaya
untuk mencapai keadilan sosial.>
Berdasarkan hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
pemanfaatan zakat selama ini dikategorikan menjadi empat kategori 8
a. Pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional
Zakat dibagikan kepada yang berhak menerimanya untuk
dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah,
bantuan bencana alam, bantuan sembako untuk dhuafa’, dll.
b. Zakat konsumtif kreatif
Zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya
semula seperti misalnya diwujudkan dalam bentuk peralatan paket
sekolah, beasiswa, dll.
c. Zakat produktif tradisional
Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif,
misalnya ternak sapi, kambing, dll. Pemberian zakat dalam bentuk

ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau

memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin

%% Fahrur Mu’i, Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat, 2011,
Solo: Tinta Medina, 23.

% Didin Hafidhudin, Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah, 1998, Jakarta:
Gema Insani, 54.
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d. Zakat produktif kreatif
Dalam bentuk ini dimaksudkan semua pendayagunaan zakat
yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik
untuk membangun suatu proyek sosial, maupun untuk membantu
atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.
7. Tujuan, Hikmah, dan Manfaat Zakat

Setelah memahami pengertian zakat diatas, bahwasannya zakat
dapat membersihkan dan menyucikan hati manusia, harta yang
dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan
bertambah suci dan baik.

Zakat merupakan harta umat untuk umat, yakni dari orang yang
wajib membayarnya (muzakki) kepada orang yang berhak menerimanya
(mustahiq). Selain itu dengan zakat, akan dapat membersihkan jiwa para
muzakki dari sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan
sekaligus menghilangkan rasa iri hati dan dengki antar orang yang
ekonominya lemag terhadap orang kaya. Adapun hikmah dan manfaat
zakat antara lain :>’

a. Zakat bersifat sosial, karena dapat meringankan beban fakir miskin

dan akan menimbulkan rasa kasih sayang dan persaudaraan.

> Abdurrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, 76-83
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b. Zakat merupakan manifestasi rasa syukur dan pernyataan terima
kasih seorang hamba kepada Allah yang telah menganugrahkan
rahmat dan nikmatnya berupa kekayaan.

c. Zakat dapat mendidik manusia membersihkan rohani dan jiwanya
dari sifat bakhil, kikir, dan tamak serta dapat mendidik manusia
untuk menjadi orang yang dermawan, pemurah, dan disiplin dalam
menunaikan kewajiban dan amanah kepada orang yang berhak
menerimanya.

d. Zakat memberikan arti bahwa manusia itu hidup bukan hanya untuk
kepentingan diri sendiri, tetapi perlu memikirkan nasib orang lain
dalam urusan persaudaraan.

Ajaran Islam memandang bahwa kefakiran adalah sebagai sumber
kejahatan dan kekufuran. Dengan demikian zakat merupakan salah satu
faktor yang tepat dan utama untuk meningkatkan kemakmuran dan saling

tolong menolong antar sesama manusia.

B. Akuntansi Zakat
1. Pengertian Akuntansi Zakat
Akuntansi Zakat merupakan satu proses pengakuan (recognition)
kepemilikan dan pengukuran (measurement) nilai suatu kekayaan yang
dimiliki dan dikuasai oleh muzakki untuk tujuan penetapan, apakah harta

tersebut sudah mencapai nishab harta wajib zakat dan memenuhi segala
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persyaratan dalam rangka penghitungan nilai zakat. Dalam penerapannya,
akuntansi zakat dana mencakup teknik penghitungan harta wajib zakat
yang meliputi pengumpulan, pengidentifikasian, penghitungan beban
kewajiban yang menjadi tanggungan muzakki dan penetapan nilai harta
wajib zakat serta penyalurannya kepada golongan yang berhak menerima
zakat.”®

Tujuan dari akuntansi Zakat Menurut AAS-IFI (Accounting &
Auditing Standard for Islamic Financial Institution) adalah menyajikan
informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari’ah
Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang
tidak diperbolehkan oleh syari’ah, bila terjadi, serta bagaimana
penyalurannya. Berdasarkan tujuan tersebut maka memperlihatkan betapa
pentingnya peran Dewan Syari’ah (mengeluarkan opini syariah). >

Banyak orang menganggap bahwa salah satu fungsi akuntansi
Islam yang paling penting adalah Akuntansi Zakat, bahkan ada yang
menganggap Akuntansi Islam itu adalah untuk menghitung zakat. Tapi
Sofyan Safri menganggap bahwa akuntansi Islam tidak hanya terbatas
pada menghitung dan melaporkan zakat ini tetapi jauh lebih luas dari itu,

karena akuntansi Islam juga merupakan bagian dari sistem sosial umat

%8 M. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta, Kencana Prenada Media
grouf, 2006), 27
Tifa Fauziah, zakat dan laporan keuangan,  http://akuntansi-islam-
indonesia.blogspot.com/ Diakses 10 Februari 2017.
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sehingga akuntansi Islam juga harus dapat menciptakan kehidupan yang
Islami sesuai syariat dan norma-norma Islam.®

Oleh karena itu para pakar Syari’ah Islam dan akuntansi harus
mencari dasar untuk penerapan dan pengembangan standar akuntansi
yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan
konvensional seperti telah dikenal selama ini, standar akuntansi tersebut
menjadi kunci sukses badan pengelola zakat dalam melayani masyarakat
disekitar. Sehingga seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi
yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, namun
tetap dalam konteks syari’at Islam. Standar akuntansi zakat
sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat
ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur.
Akuntansi zakat tidaklah berbeda dengan akuntansi pada umumnya,
bedanya akuntansi zakat menilai aktiva atau pendapatan yang wajib
dizakatkan, menetapkan kadar zakatnya dan menyalurkannya ke pos-pos
yang sesuai dengan konteks syari’at Islam.

Tujuan pengendalian manajemen ini ditujukan untuk kepentingan
internal organisasi berupa memberikan informasi yang diperlukan untuk
mengelola secara efektif dan efisien yang berkaitan dengan zakat,

Infak/Sedekah. Sedangkan akuntabilitas memberikan informasi untuk

organisasi pengelolaan zakat untuk melaporkan tanggung jawabnya

80 Sofyan Syafri Harahap, Menuju Perumusan teori Akuntansi Islam, Jakarta: Pustaka
Quantum, 2001, 29
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terkait dengan pendayagunaan zakat yang dikelola secara efektif dan
efesien untuk masyarakat. Peraturan tentang standar akuntansi zakat di
dunia Internasional telah diatur oleh sebuah lembaga. Accounting and
Auditing Organization of Islamic Financial Instution (AAOIFI) yang
bertempat di Bahrain. Standar akuntansi ini diatur dalam Financial
Accounting Standar for Zakat No. 9 (FAS 9) yang efektif pada tanggal 1
Januari 1991. FAS No. 9 ini mampu mencakup berbagai aspek dari zakat
perhitungan untuk perbankan syari’ah. Paragraf 2 dalam FAS No. 9
menjelaskan tarif dalam pengenaan zakat, tarif tersebut tergantung pada
kalender yang digunakan, tarif 2,5% untuk perusahaan yang
menggunakan kalender bulan sedangkan tarif 2,5775% bagi perusahaan
yang menggunakan bulan matahari. Dalam paragraf yang sama, FAS No.
9 menjelaskan terdapat 2 metode pengukuran zakat, yaitu metode net
assets dan net invested fund.'

Regulasi di Indonesia tentang akuntansi zakat diatur
dalam PSAK no. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah. Pada
entitas bisnis nirlaba, pada PSAK no. 109 paragraf 4 menyebutkan
pernyataan bahwa PSAK no. 109 tidak berlaku pada entitas syari’ah
yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan zakat dan
infak/sedekah. Sehingga PSAK ini hanya diterapkan pada Lembaga atau

Badan Amil Zakat, yang jelas kegiatan utamanya untuk menerima dan

81 International Public Sector Accounting Standar: Financial Reporting Under The Cash
Basis of Accounting, IFAC, 2007. 5
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menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. PSAK no. 109 juga

menyatakan bahwa entitas yang berorientasi laba untuk penerapan

akuntansi zakat mengacu pada PSAK no. 101 Revisi 2011 Tentang

Penyajian Laporan Keuangan Syariah.®

2. Tujuan Akuntansi Zakat
Tujuan akuntansi zakat menurut Mahmudi adalah untuk:®®

a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat,
efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedagah, hibah, dan wakaf yang
dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan
ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control)
untuk kepentingan internal organisasi.

b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola
zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab
dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan
zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya;
dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan
kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana
publik (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas
(accountability). Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu

penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.

®2 Fakhruddin, Jurnal Akuntansi Aktual, Malang : Kahf Monzer, 1999. 19
®* Mahmudi, Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat Dengan teknik Fund Accounting,
Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) FE Ull: Yogyakarta, 2003, 83
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Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga
pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang
berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi
akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai
dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja,
dan pelaporan kinerja.®* Informasi akuntansi bermanfaat untuk
pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam
melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan
untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran.
Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat
membantu dalam proses alokasi dana zakat, infak, sedekah, hibah, dan
wakaf yang diterima.

Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk
mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Akuntansi dalam hal ini
diperlukan terutama untuk menentukan indikator Kinerja (performance
indicator) sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen akan kesulitan
untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja
yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun
non finansial.

Oleh karena itu, sebuah organisasi pengelola zakat membutuhkan

sebuah standar akuntansi untuk mewujudkan sebuah transparasi dan

% |bid, 85
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akuntanbilitas dalam melakukan tugas atau tanggung jawabnya dalam
mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dari masyarakat. Muncullah
PSAK no. 109 yang dikeluarkan pemerintah melalui Ikatan Akuntansi
Indonesia (IAl), karena organisasi pengelola zakat sebelum ada PSAK no.
109 ini belum memiliki sebuah standar akuntansi mengenai zakat,
Infak/Sedekah sehingga masing-masing organisasi pengelola zakat
memiliki perbedaan dalam menyusun laporan keuangannya. PSAK no.
109 tentang akuntansi zakat, Infak/Sedekah resmi digunakan untuk
dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan per 1 Januari
2012.

Tujuan dari PSAK No. 109 ini adalah untuk mengatur pengakuan,
pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan
infak/sedekah. Standar ini disusun oleh TAI diusulkan untuk ditujukan
kepada entitas pembayar zakat, entitas pengelola (‘“amil), dan entitas
penerima zakat. Namun, terdapat masalah manakala entitas pembayar
zakat diusulkan sebagai salah satu bagian yang mengikuti PSAK ini
karena hakikatnya perusahaan (entitas) tidak wajib membayar zakat.
Subyek yang memiliki kewajiban membayar zakat hanyalah individu saja
sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak untuk mengeluarkan
fatwa yang intinya perusahaan wajib mengeluarkan zakat seperti yang
pernah diusulkan IAI. Akhirnya PSAK no.109 tentang Akuntansi Zakat

dan Infak/Sedekah saja atau dengan kata lain hanya untuk Organisasi
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Pengelola Zakat saja sedangkan entitas pembayar dan entitas penerima
diharapkan mengacu pada PSAK 101 tentang Penyajian dan
Pengungkapan Laporan Keuangan Syarialh.65
PSAK no. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, bahwa
dana-dana yang dikelola oleh organisasi pengelola zakat adalah dana
zakat, infak/sedekah, dana non halal, dan dana ‘ami/. Menurut PSAK ini
keempat jenis dana tersebut perlu dilakukan pencatatan secara spesifik
dan tersendiri menurut sumber penghimpunan dan peruntukannya.
Berikut gambaran PSAK no. 109 tentang akuntansi Zakat dan
Infak/Sedekah yang dikeluarkan oleh IAT:®
a. Ruang Lingkup
PSAK ini berlaku untuk ‘ami/ yang menerima dan
menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut
‘amil, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya
dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan
infak/sedekah. PSAK ini tidak berlaku untuk entitas syari’ah yang
menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, tetapi bukan
kegiatan utamanya. Entitas tersebut mengacu ke PSAK 101:

Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

% Abdul, Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari’ah, Jakarta:
RajaGrafindo, 2006. 54
% |katan Akuntansi Indonesia, PSAK NO. 109. 1
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b. Definisi — Definisi Khusus®’

1) ‘Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan

2)

3)

4)

5)

6)

7)

atau pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan
menyalurkan zakat, infak/sedekah.

Dana ‘ami/ adalah bagian ‘ami/ atas dana zakat dan
infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan
bagi ‘amil. Dana ‘amil digunakan untuk pengelolaan ‘amil.

Dana infak/sedekah adalah bagian non ‘ami/ atas penerimaan
infak/sedekah.

Dana zakat adalah bagian non ‘ ami/ atas penerimaan zakat.
Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh
pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan)
maupun tidak dibatasi.

Moustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.
Mustahiqg terdiri dari ; fakir, miskin, rigab, orang yang terlilit
utang (ghorim), muallaf, fisabilillah, orang dalam perjalanan
(ibnu sabil); dan amil.

Muzakki adalah individu muslim yang secara syari’ah wajib

membayar (menunaikan) zakat.

7 Ibid, 2
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8) Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan
zakatnya.

9) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai
dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak
menerimanya (mustahiq).

c. Karakteristik

Zakat merupakan kewajiban syari’ah yang harus diserahkan
oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui ‘amil maupun secara
langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab,
haul (baik yang periodik maupun yang tidak diperiodik), tarif zakat
(gadar), dan peruntukannya. Sedangkan Infak/sedekah merupakan
donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan
peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. Oleh karena itu, zakat
dan infak/sedekah yang diterima oleh ‘ami/ harus dikelola sesuai
dengan prinsip-prinsip syari’ah dan tata kelola yang baik.®®

tujuan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) no. 109 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran,

penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah,

sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

a. Pengakuan dan Pengukuran Zakat dan Infak/Sedekah

1) Pengakuan Awal

% |bid, 3
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Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset
lainnya diterima. Sedangkan infak/sedekah yang diterima
diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat
sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah. Zakat atau infak
yang diterima dari muzakki/munfiq diakui sebagai penambah
dana zakat/infak:

a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
b) Jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar asset
non kas tersebut.

Penentuan nilai wajar asset non kas yang diterima
menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia,
maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar
lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Zakat maupun infak/sedekah yang diterima diakui
sebagai dana ‘amil untuk bagian ‘ami/ dan dana zakat untuk
bagian non ‘amil. Penentuan jumlah atau persentase bagian
untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh ami/ sesuai
dengan prinsip syari’ah dan kebijakan ‘ amil.

Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus
menerima penyaluran zakat melalui ‘ami/ maka asset zakat

yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas
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jasa tersebut ‘amil/ mendapatkan wjrah/fee maka diakui
sebagai penambah dana ‘amil.
2) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
pengukuran dana zakat dilakukan  jika terjadi
penurunan nilai assef zakat non kas, jumlah kerugian yang
ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat
atau pengurang dana ‘amil tergantung dari sebab terjadinya
kerugian tersebut. Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai:
a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh
kelalaian  amil;
b) Kerugian dan pengurang dana ‘amil, jika disebabkan oleh
kelalaian ‘amil .
Infak/sedekah dapat berupa kas atau asset non kas.
Aset non kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.”
Aset tidak lancar yang diterima oleh ‘ami/ dan diamanahkan
untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya
dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah.
Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang
dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau

pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

® Soemarso SR, Akuntansi Suatu Pengantar (Jilid 1), Jakarta; Salemba, 2005, 24
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Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui
sebagai:

a) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan
disebabkan oleh kelalaian amijl.

b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh
kelalaian amil.

Pengakuan dan pengukuran untuk dana non halal
diakui pada semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai
dengan prinsip syari’ah, antara lain penerimaan jasa giro atau
bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana
non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau
kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syari’ah karena
secara prinsip dilarang. Penerimaan dana non halal diakui
sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana
infak/sedekah dan dana amil Aset non halal disalurkan sesuai
dengan syari’ah.

Penyaluran Zakat dan Infak/Sedekah yang disalurkan
kepada mustahig diakui sebagai pengurang dana zakat/infak
sebesar:

a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas

b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk assef non kas
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Sedangkan penyaluran infak/sedekah kepada penerima
akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang
infak/sedekah  bergulir dan tidak mengurangi dana
infak/sedekah.

b. Penyajian Zakat dan Infak/Sedekah
Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana
amil, dan dana non halal secara terpisah dalam (laporan posisi
keuangan).
c. Pengungkapan Zaka dan Infak/Sedekah
Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan
transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: (a) kebijakan
penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran,
dan penerima; (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana
nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian,
alasan, dan konsistensi kebijakan; (c) metode penentuan nilai
wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non
kas; (d) rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup
jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima
langsung mustahiq; dan (e) hubungan istimewa antara amil dan
mustahiq yang meliputi: sifat hubungan istimewa; jumlah dan
jenis aset yang disalurkan; dan presentase dari aset yang

disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
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Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan
transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada: (a) metode
penentuan nilai wajar yang digunakan untukpenerimaan
infak/sedekah berupa aset non kas; (b) kebijakan pembagian antara
dana amil dan dana non amil atas penerimaan infak/sedekah,
seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
(c) kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala
prioritas penyaluran, dan penerima; (d) keberadaan dana
infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola
terlebih dahulu, jika ada,maka harus diungkapkan jumlah dan
persentase dar seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode
pelaporan serta alasannya; (e) hasil yang diperoleh dari
pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara
terpisah; (f) penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan
yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan
persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta
alasannya; (g) rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah
yangmencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang
diterima langsung oleh penerima infak/sedekah; (h) rincian dana
infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak
terikat; dan (i) hubungan istimewa antara amil dengan penerima

infak/sedekah yang meliputi: sifat hubungan istimewa; jumlah dan
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jenis aset yang disalurkan; dan presentase dari aset yang
disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
3. Pelaporan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No. 109
Laporan keuangan sangat penting bagi organisasi pengelola zakat,
karena laporan keuangan adalah bentuk tanggungjawab kepada
masyarakat terkait pengelolaan dana ZIS. Selain itu laporan keuangan ini
merupakan sarana informasi bagi masyarakat terkait dengan
pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang dikelola oleh organisasi
pengelolaan zakat. Dalam PSAK No. 109 terdapat komponen-komponen
laporan keuangan yang lengkap untuk organisasi pengelola zakat, yaitu :"°
a. Neraca (laporan posisi keuangan);
b. Laporan perubahan dana;
c. Laporan perubahan aset kelolaan;
d. Laporan arus kas; dan
e. Catatan atas laporan keuangan
Khusus untuk laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
amil zakat menyajikannya berdasarkan PSAK yang relevan, yaitu laporan
arus kas berdasarkan PSAK No. 2 tentang laporan arus kas sedangkan
untuk catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 tentang

penyajian laporan keuangan syari’ah.

% 1bid, 10



52

1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi
keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait,
yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada: a) Aset, terdiri dari : kas
dan setara kas, instrumen keuangan, piutang, aset tetap, dan
akumulasi penyusutan. b) Kewajiban, terdiri dari : biaya yang masih
harus dibayar; dan kewajiban imbalan kerja. ¢) Saldo dana, terdiri

dari : dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal.

Tabel : 2.1
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ ""xxx"'
Per 31 Desember 2XXX
URAIAN (Rp.) URAIAN (Rp.)
Aset Kewajiban
A Kewajiban Jangka
Pendek
Kas dan Setara Kas XXX B_laya YERIOETRERIa US XXX
dibayar
Instrumen keuangan XXX
Piutang XXX
Kewajiban Jangka
Panjang
Imbalan kerja jangka
. XXX
panjang
Aset Tidak Lancar Jumlah Kewajiban XXX
Aset Tetap XXX
Akumulasi (XX%)
Penyusutan
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Saldo Dana

Saldo Dana XXX
Dana Zakat XXX
Dana Infak/Sedekah XXX
Dana Amil XXX
Dana Non Halal XXX
Jumlah Dana XXX
Jumlah Aset XXX Jumlah Kewajiban dan XXX

Sumber : PSAK no. 109

2) Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana =zakat, dana

infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Penyajian laporan

perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos beriku

ini :

1) Dana zakat ;

a) Penerimaan dana zakat ; (i) Bagian dana zakat; (ii) Bagian

amil

b) Penyaluran dana zakat ; (i) Entitas amil lain; (ii) Mustahiq

lainnya

c) Saldo awal dana zakat

d) Saldo akhir dana zakat

2) Dana infak/sedekah

a) Penerimaan dana infak/sedekah ; (i) Infak/sedekah terikat

(muqayyadah), (ii) infak/sedekah tidak terikat (mut/agah).
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b) Penyaluran dana infak/sedekah ; (i) Infak/sedekah terikat
(muqayyadah), (ii) infak/sedekah tidak terika (mutlagah).
¢) Saldo awal dana infak/sedekah
d) Saldo akhir dana infak/sedekah
3) Dana amil
a) Penerimaan dana amil; (i) bagian amil dari dana zakat, (ii)
bagian amil dari dana infak/sedekah, (iii) penerimaan
lainnya.
b) Penggunaan dana amil; beban umum dan administrasi, dll
¢) Saldo awal dana amil
d) Saldo akhir dana amil
4) Dana Non Halal
a) Penerimaan dana non halal; (i) Bunga bank, (ii) Jasa giro,
(iii) Penerimaan non halal lainnya.
b) Penyaluran dana non halal
¢) Saldo awal dana non halal

d) Saldo akhir dana non halal.



Tabel : 2.2 :

Laporan Perubahan Dana
BAZ "'xxx"
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2XXX

URAIAN (Rp.)

DANA ZAKAT
Penerimaan

Muzakki entitas XXX

Muzakki individual XXX
Hasil Penempatan XXX
Jumlah Penerimaan Dana Zakat XXX
Bagian amil atas penerimaan dana zakat XXX
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil XXX
Penyaluran

Fakir Miskin (XXX)

Rigab (XXX)

Gharim (XXX)

Muallaf (XXX)

Fi sabilillah (XXX)

Ibnu sabil (XXX)
Jumlah Penyaluran Dana Zakat (XXX)
Surplus (Defisit) (XXX)
Saldo Awal (XXX)
Saldo Akhir (XXX)

DANA INFAQ/SEDEKAH

Penerimaan
Infak/Sedekah terikat atau mugayyadah XXX
Infak/Sedekah tidak terikat atau mutlagah XXX
Hasil Penempatan XXX
Jumlah Penerimaan Dana infak/sedekah XXX
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah XXX
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah setelah
bagian amil XXX
Penyaluran
Infak/Sedekah terikat atau mugayyadah (XXX)
Infak/Sedekah tidak terikat atau mutlagah (XXX)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (Misalnya
beban penyusutan) (XXX)
Jumlah Penyaluran Dana Infag/Shadagah (XXX)

Surplus (Defisit) (XXX)
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Saldo Awal (XXX)
Saldo Akhir (XXX)
DANA AMIL
Penerimaan
Bagian Amil dari Dana Zakat XXX
Bagian Amil dari Dana Infag/sedekah XXX
Penerimaan lainnya XXX
Jumlah Penerimaan Dana Amil XXX
Penggunaan
Beban Pegawai (XXX)
Beban penyusutan (XXX)
Beban Umum dan Administrasi Lain (XXX)
Jumlah Penyaluran Dana Amil (XXX)
Surplus (Defisit) XXX
Saldo Awal XXX
Saldo Akhir XXX

DANA NON HALAL

Penerimaan
Bunga bank XXX
Jasa Giro XXX
Penerimaan lainnya XXX
Jumlah Penerimaan Dana non halal XXX
Penggunaan
Jumlah Pendistribusian Dana non halal (XXX)
Surplus (Defisit) XXX
Saldo Awal XXX
Saldo Akhir XXX
Jumlah Keseluruhan Saldo Dana XXX

Sumber : PSAK No. 109

Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang
mencakup tetapi tidak terbatas pada :

1) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
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2) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi

penyusutan
3) Penambahan dan pengurangan
4) Saldo awal
5) Saldo Akhir
Tabel : 2.3 :

Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ " XXX
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2XXX

Saldo Penam Pengu | Penyisi | Akumulasi

Keterangan Awal bahan rangan | han Penyusutan

Saldo
akhir

Dana
infak/sedekah-
aset  kelolaan | xxx XXX (xxx) (xxx)
lancar (piutang
bergulir)

XXX

Dana
infak/sedekah-
aset kelolaan
tidak lancar
(rumah sakit
atau sekolah)

XXX XXX (xxx) (xxx)

XXX

Sumber : PSAK no. 109

4) Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan

PSAK no.2 : Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.
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5) Catatan atas Laporan Keuangan
Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai
dengan PSAK no.101 : Penyajian laporan keuangan syari’ah dan

PSAK yang relevan.



BAB III

PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN GRESIK

A. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik

1.

Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Gresik

Pendirian BAZ (Badan Amil Zakat) Gresik bermula dari usulan
kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gresik kepada Bupati
Gresik yang dalam pendiriannya mengalami keterlambatan karena
terbentuknya BAZ Gresik itu sendiri menurut Kasi Penyelenggaraan
Zakat dan Wakaf pada Kantor DEPAG Gresik adalah akibat adanya
desakan dari kepala Kantor Departemen Agama Pusat (Jakarta) dalam
rangka implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat, sehingga dibentuklah BAZ Kabupaten Gresik yang
bersekretariat di Kasi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf pada Kantor
DEPAG Gresik, namun mengalami kefakuman sampai akhirnya dibentuk
kembali pada tahun 2008 melalui SK Bupati Gresik Nomor
451/411/HK/403.14/2008 tentang BAZ (BAZ) Periode 2008-2011, yang
kemudian diubah dengan SK  Bupati Gresik ~ Nomor
451/411/HK/437.12/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati
Gresik Nomor 451/411/HK/403.14/2008 tentang BAZ (BAZ) Periode

2008-2011.""

’* Dokumen Profil BAZNAS Kabupaten Gresik
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Awalnya, BAZ ini berkantor atau nebeng di ruang kesekretariatan
Kasi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf pada Kantor DEPAG Kabupaten
Gresik, kemudian sejak bulan Juni 2010 lalu bersamaan dengan
menyongsong Ramadlan 1431 H, BAZ Gresik mensosialisasikan
keberadaan kantor sekretariat barunya yang masih satu atap dengan
masjid Pemda Kab. Gresik yakni bertempat di Masjid Al-Inabah di
lingkungan kantor Pemda Gresik Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor
245 Telp. (031) 3952825-30 Pst. 301-60 550 530 Gresik 61161, namun
mulai tahun 2015 sampai sekarang kantor sekretariat BAZ Kabupaten
Gresik pindah ke gedung baru yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten
Gresik atas usulan Wakil Bupati Gresik selaku ketua umum BAZ
Kabupaten Gresik.”

Dengan keberadaan kantor/gedung baru tersebut BAZNAS
Kabupaten Gresik diharapkan mampu berkiprah memberikan pelayanan
yang maksimal baik kepada muzakki maupun mustahig. Disamping itu,
BAZNAS Kabupaten Gresik juga menerbitkan Bulletin atau majalah yang
dinamakan tazkiyah sebagai media informasi dan silaturrahim kepada
para muzakki/donatur. Majalah tersebut diharapkan agar dapat menjadi
media komunikasi antara muzakki dengan pengelola, pengelola dengan

mustahiq maupun muzakki dengan mustahiq secara langsung dalam

2017

"?Muhtadin, Kepala Kantor BAZNAS Kabupaten Gresik, Wawancara, Gresik, 6 Mei
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pengembangan wawasan dan informasi tentang kegiatan kelembagaan dan
pendayagunaan potensi zakat yang ada di Kabupaten Gresik.

Dalam perkembangan selanjutnya, keberadaan BAZNAS
Kabupaten Gresik menjadi semakin penting mengingat potensi zakat,
Infak/Sedekah masyarakat Gresik cukup besar, yang berarti dengan
adanya BAZNAS Kabupaten Gresik ini diharapkan bisa membantu
meyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan keagamaan yang ada di
wilayah Kabupaten Gresik.”

. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Gresik

BAZNAS Kabupaten Gresik bertanggungjawab kepada BAZNAS
Prov. Jawa Timur dan Bupati Gresik, dan mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten Gresik. Dalam
melaksanakan tugas, BAZNAS Kabupaten Gresik menyelenggarakan
fungsi :

a. Perencanaan pengumpulan, pentasharufan, dan pendayagunaan
ZIS;

b. Pelaksanaan pengumpulan, pentasharufan, dan pendayagunaan
Z1S;

c. Pengendalian pengumpulan, pentasharufan, dan pendayagunaan

ZIS;

" Dokumen Profil BAZNAS Kabupaten Gresik
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d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan ZIS,
termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat tingkat
Kabupaten Gresik;

e. Pemberian rekomendasi pada izin pembentukan LAZ berskala
Kabupaten Gresik.

3. Visi, Misi, Nilai, & Azas Pengelolaan BAZNAS Kabupaten Gresik

a. Visi"

Meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat Gresik yang
bertagwa, Cerdas dan Berdaya.

b. Misi
1) Mewujudkan organisasi BAZNAS yang transparan, amanah dan

profesional.

2) Mendorong berbagai usaha pengembangan ekonomi produktif
yang berkelanjutan.

3) Memadukan potensi jaringan antar BAZNAS / LAZ untuk
menjadi kakuatan menyatukan strategi pemberdayaan melalui
pengelolaan

4) Melakukan wupaya pengembangan SDM dalam bidang
pengelolaan BAZNAS

c. Nilai

1) Taqwa

™ Dokumen Profil BAZNAS Kabupaten Gresik
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Semua hal yang dilakukan amil adalah dalam rangka
mengabdi kepada Allah SWT dan akan mempertanggung
jawabkan kepadanya.

2) Shiddiq
Menjalankan tugas secara bertanggungjawab sesuai
dengan standar pelayanan dan tolak ukur yang jelas dan diakui.
3) Tabligh
Membangun kerjasama dengan semua pemangku
kepentingan untuk meningkatkan pungutan ZIS
4) Amanah
Prinsip utama pengelolaan ZIS adalah kejujuran dan
integritas
5) Fathanah

Mengembangkan pengelolaan ZIS yang memadukan
pelaksanaan syariah dalam kekinian sistem, manajemen,
teknologi, dan budaya kerja.

d. Azas Pengelolaan ZIS
1) Amanah
Pengelolaan dana ZIS (pengumpulan,
pengadministrasian dan pendistribusian) dilakukan sesuai
tuntunan syar’i, dilandasi niat, ikhtiar dan sesuai dengan

undang-undang. Serta memiliki integritas, jujur, adil,
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bertanggungjawab dan mampu mengembangkan kepercayaan
serta selalu sadar bahwa Allah SWT selalu melihat setiap
pekerjaan, perbuatan, dan segala sesuatu yang terlintas dihati.
2) Professional
Pengelolaan dana ZIS dilakukan secara profesional
sesuai sistem manajemen pengelolaan keuangan. Dilandasi
kompetensi, pengetahuan, dan komitmen serta memahami
cara mengimplementasikan, disiplin, kreatif, inovatif dan
memiliki etos kerja yang tinggi.
3) Transparan
Semua ketentuan dan informasi mengenai pengelolaan
ZIS bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh
masyarakat.
4. Susunan Pimpinan dan Manajemen BAZNAS Kabupaten Gresik
a. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Gresik
Dengan Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan
zakat dan Mengacu pada Peraturan BAZNAS No. 03 tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata kerja BAZNAS Prov/ Kabupeten/ Kota
maka Pimpinan BAZNAS Gresik seharusnya terdiri terdiri dari 5
Orang : Ketua, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Wakil Ketua Il
Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Wakil Ketua IIl Bidang

Perencanan, Keuangan, dan Pelaporan, dan Wakil Ketua IV Bidang
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Administrasi, SDM dan Umum. Namun pimpinan di BAZNAS
Kabupaten Gresik hanya diisi oleh 3 orang sebagaimana yang
tertuang dalam Keputusan Bupati Gresik No. 451 /418 / HK / 437.12
/ 2017 Tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten
Gresik Periode 2017 —2022.”
Tabel 3.1 :
Susunan Keanggotaan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional

Gresik Periode 2017 - 2022

NO. | JABATAN JABATAN POKOK
DALAM PIMPINAN
I. Pelindung a. Bupati Gresik;
b. Ketua  DPRD  Kabupaten
Gresik; dan
c. Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Gresik.
2. Penasehat a. Dr. H. Moh. Qosim, M.Si;

b. KH. Agus Nur Muhammad,

c. Drs. KH. Moh. As’ad Thoha,
M.Ag;

d. Drs. KH. Mansoer Shodiq, M.
Ag;

e. Prof. Dr. H. Abu Azzam Al

Hadi, M.Ag;

Dr. Abdul Chalik, M. A;

Khusaini, SE, M.Si;

H. Muslih, HS, S.Ag; dan

i. Dr. Yetty Sri Suparyati, MM.

3. a. Ketua Drs. Abd. Munif, M.Ag.

b. Wakil Ketua | Zainal Abidin, S.Ag, M. Fil.L

5 g

’® Lampiran SK Bupati Gresik No. 451 / 418 / HK / 437.12 / 2017 Tentang Pimpinan
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik Periode 2017 — 2022.
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(Bidang
Pengumpulan,
Pendistribusian, dan
Pendayagunaan)
Wakil Ketua I1
(Bidang Perencanaan,
Keuangan, Pelaporan,
Administrasi, SDM,

dan Umum)

Dr. M. Mudlofar, M.Pd.

';‘('D"’Q"‘Uﬁc"”w
(@]

b. Susunan Manajemen Sekretariat BAZNAS Kabupaten Gresik’®

Tabel 3.2 :

Manajemen Sekretariat BAZNAS Kabupaten Gresik

NO | NAMA

JABATAN

1. | Muhtadin, S.H.I

Kepala Kantor

2. | Achmad Khusnun Ridlo,

Kepala Bidang Pendistribusian dan

S.Pd.1 Pendayagunaan
3. | Nida Fithriyah Pradana, | Kepala Bidang Perencanaan,
S.H.I Keuangan, dan Pelaporan

4. | Abd. Kholiq, S.Pd.I

Kepala Bidang Pengumpulan

5. | Indah Sri Wahyuni

Kepala Bidang SDM, Adm, dan
Umum

6. | Bidayatul Masruroh, | Bidang Pendistribusian dan
S.H.I Pendayagunaan

7. | Munandar, S.Pd.l Bidang Pengumpulan

8. | M. Syafi’udin Driver

’® Lampiran SK BAZNAS Kabupaten Gresik

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik.

No. 02 / BAZ.GRS/01/2017 Tentang Amil
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5. SOP dan Program Kerja BAZNAS Kabupaten Gresik
a. Bidang Pengumpulan
Tugas utama bidang pengumpulan sebagaimana tertuang
dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal
21 ayat 2dan Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2014 adalah
melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Adapun fungsi dari
bidang pengumpulan adalah sebagai berikut:
1) Penyusunan strategi pengumpulan ZIS;
2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki;
3) Pelaksanaan Sosialisasi ZIS;
4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan ZIS;
5) Pelaksanaan pelayanan muzakki;
6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan ZIS;
7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan
ZIS;
8) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan
muzakki;
9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan ZIS di tingkat Kabupaten

QGresik.
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Sistem dan prosedur yang dilakukan oleh bidang
pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Gresik, antara lain :
1) Penerimaan melalui pelayanan kantor

Petugas melayani  muzakki munfik/mushadiq ~ dengan
pelayanan yang ramah sesuai budaya senyum, salam, sapa (3S),
kemudian petugas menghitung uang setoran yang diterima,
mengentri setoran di aplikasi SIMBA dan mencatatnya.
Selanjutnya mencetak dan menyerahkan bukti setor zakat (BSZ)
kepada  muzakkimunfik mushadiq ~dan  sebelum  muzakki
meninggalkan kantor, petugas mendoakan dengan redaksi doa
yang telah tertera di meja pelayanan. [Ilustrasi tersebut

digambarkan dengan alur pelayanan sebagai berikut :

Mugzaki/Munfiq
/Mushadiq dan Penerbitan BSZ

Bagian

Entri pada Simba | — keuangan

—» | Petugas |

|
Arsip /

Pelaporan

A

A

2) Penerimaan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Pembentukan UPZ terdiri dari UPZ OPD, Perusahaan,
BUMD, Sekolah dan Masjid/Desa, dengan susunan pengurus yang
terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Pengurus

UPZ bertanggung jawab atas pengadministrasian database



3)

4)

5)

6)
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muzakki/ munfik/ mushadiq dan setoran ZIS. Pembayaran melalui
UPZ menggunakan dua metode yakni dengan cara dipotong
langsung melalui bendahara gaji sesuai dengan ikrar dari masing-
masing muzakki di unit kerja atau dengan cara UPZ menyesuaikan
kearifan lokal.
Penerimaan melalui Layanan Jemput Zakat

Model penerimaan ini, Muzakki/munfig/mushadiq yang
ingin membayar ZIS terlebih dahulu memberitahu atau konfirmasi
kepada pihak BAZNAS melalui call centre. Model jemput ZIS
diperuntukkan bagi donasi minimal sebesar Rp. 100.000,-
Penerimaan melalui Coin Peduli dan Coin Pintar

Penerimaan ini diperuntukkan untuk dana infak/sedekah
dikarenakan berupa kaleng yang disebar di toko, warung, dan
sekolahan swasta.
Penerimaan melalui Sharing Program

Penerimaan model ini diaplikasikan dalam bentuk proposal
kerjasama dengan instansi lain atau perusahaan berupa CSR.
Penerimaan melalui Transfer Rekening Bank

Penerimaan ini bisa dikatakan penerimaan yang tidak bisa
di prediksi, dikarenakan muzakki/munfiq yang ingin menyalurkan
dana ZISnya ke BAZNAS bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan

saja dengan nominal ZIS yang berbeda-beda.
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digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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b. Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dalam pasal 25 dan 26,
Zakat wajib di distribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat
Islam, di pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dilakukan
berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip
pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Adapun tugas bidang
pendistribusian dan pendayagunaan dalam melaksanakan pengelolaan
pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan pasal 39
Peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Baznas Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
Fungsi Pendistribusian dalam pasal 40 dijelaskan bahwa
bidang pendistribusian dan pendayagunaan memiliki fungsi:
1) Penyusunan strategis pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahig,
3) Pelaksanaan dan  pengendalian pendistribusian dan
pendayagunaan zakat;
4) Pelaksanaan  evaluasi  pengelolaan  pentasharufan  dan
pendayagunaan zakat;
5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian
dan pendayagunaan zakat;
6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan

zakat tingkat Kabupaten/Kota.
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BAZNAS Kabupaten Gresik memiliki prosedur dan
persyaratan dalam mengajukan bantuan yakni dalam bentuk
pengajuan untuk lembaga dan pengajuan untuk individu. Pengajuan
bantuan untuk lembaga harus berupa surat atau proposal pengajuan
yang ditujukan kepadanya jelas yaitu Ketua BAZNAS Kabupaten
Gresik dengan mengetahui UPZ atau kepala Desa setempat.
Sedangkan untuk pengajuan individu berupa surat pengajuan yang
ditujukan kepadanya jelas yaitu Ketua BAZNAS Kabupaten Gresik
dengan mengetahui UPZ/ kepala Desa setempat dilengkapi dengan
surat keterangan tidak mampu, fotocopy kartu keluarga dan KTP.

Prosedur pengajuan mustahiq secara administratif harus
lengkap, selanjutnya berkas pengajuan diidentifikasi oleh petugas
yakni bidang pendistribusian dan pendayagunaan, kemudian
diserahkan kepada pimpinan/kepala kantor untuk di disposisi berupa
uang atau di survey terlebih dahulu oleh surveyor, setelah di survey
penyampaian hasil survey dalam bentuk laporan narasi survey dan
dokumentasi yang nanti didisposisikan lagi ke pimpinan/kepala
kantor untuk mendapatkan keputusan dan persetujuan. Hal ini

diilustrasikan dalam bentuk alur sebagai berikut:

[ MUSTAHIQ ]—-}[ IDENTIFIKASI ]—}[ DISPOSISI ]

Tidak

[ Survey ]—}[ PERSETUJUA ]—}[ BAG. H DISTRIBUSI ]

PENDAYAGU

CARITY

LAPORAN

v

Lily

MONITORING
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Beberapa program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS
BAZNAS Kabupaten Gresik di kelompokkan menjadi 5 program,
diantaranya :

1) Gresik Cerdas: berupa beasiswa tingkat SD, SMP, SMA,
beasiswa siswa SMKN dan Mahasiswa produktif, insentif guru
ABK/Inklusi non PNS, insentif RC, dan biaya Pendidikan.

2) Gresik Sehat: berupa kegiatan pengobatan gratis, bantuan
kacamata, perbaikan gizi, ibu hamil dan menyusui, serta biaya
berobat bagi dhuafa’.

3) Gresik Berdaya: berupa bantuan ternak dan modal bergulir, serta
bantuan alat kerja.

4) Gresik Peduli: berupa bantuan fakir seumur hidup, perbaikan
rumah tidak layak huni, santunan yatim & dhuafa’, dan bantuan
bencana alam.

5) Gresik Taqwa: berupa bantuan pembangunan masjid/musholla,
bantuan kegiatan keagamaan, bantuan untuk fisabilillah, donasi
pesantren, dan bantuan insentif Khafidz/ah serta guru
TPQ/MADIN.

c. Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Dari dua Bidang diatas, tugas dan fungsinya mengacu pada

Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata

Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang
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tertuang dalam pasal 17 dan 18, Bidang Perencanaan, Keuangan, dan

Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, perencanaan,

keuangan, dan pelaporan. Dan menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan ZIS tingkat
Kabupaten Gresik.

Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Gresik.
Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana
pengelolaan ZIS Kabupaten Gresik.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik.
Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten Gresik.
Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas
Kinerja BAZNAS Kabupaten Gresik.

Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat
Kabupaten Gresik.

Secara garis besar, sistem keuangan dan akuntansi mencakup

lima tahap, yaitu sistem perencanaan, penganggaran, penerimaan,

pengeluaran dan pelaporan.

Sistem
PERENCANAAN

v

Sistem
PENGANGGARAN

v
v v

A

Sistem Sistem
PENERIMAAN PENGELUARAN

P

Sistem P
PELAPORAN |
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Sistem Perencanaan terdiri dari beberapa prosedur yaitu:
prosedur perencanaan strategis dan prosedur perencanaan tahunan.
Kebijakan Umum yang digunakan dalam prosedur perencanaan
strategis dan perencanaan tahunan : Perencanaan strategis
dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun oleh unsur Pimpinan
BAZNAS Kabupaten Gresik, rencana Strategis memuat penjabaran
visi, misi, dan nilai BAZNAS Kabupaten Gresik.Perencanaan
Tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan
(RKAT) BAZNAS Kabupaten Gresik, Rencana Kerja Anggaran
Tahunan BAZNAS Kabupaten Gresik memuat program kerja dan
anggaran kegiatan BAZNAS Kabupaten Gresik untuk periode waktu
1 tahun dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua BAZNAS
Kabupaten Gresik.

Sistem Penganggaran terdiri dari beberapa prosedur yaitu :
Prosedur Penyusunan anggaran tahunan dan Prosedur Penyusunan
anggaran perubahan. Prosedur Penganggaran yang dilaksanakan di
BAZNAS Kabupaten Gresik yakni sesuai Peraturan BAZNAS No.
04 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan RKAT BAZNAS
Kabupaten/Kota yaitu :

a) RKAT merupakan panduan kerja bagi BAZNAS Kabupaten
Gresik untuk periode 1 tahun mulai 1 Januari sampai dengan 31

Desember.



b)

d)
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Seluruh kegiatan dan realisasi anggaran yang dilakukan oleh
BAZNAS Kabupaten Gresik harus mengacu pada program kerja
anggaran yang ada di dalam RKAT.

RKAT harus ditetapkan maksimal 15 hari sebelum tahun
anggaran yang bersangkutan berjalan.

RKAT disusun oleh anggota BAZNAS dan ditetapkan dengan
Keputusan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Gresik.

RKAT disusun dengan sistematika sebagai berikut
Pendahuluan, Gambaran Umum, Realisasi Kegiatan dan
Anggaran Tahun Berjalan, Kebijakan Umum RKAT dan Analisa
SWOT, Rencana Kegiatan dan Anggaran Bidang Pengumpulan,
Rencana Kegiatan dan Anggaran Bidang Pendistribusian,
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sistem Pendukung yaitu
Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan terdiri dari
Bidang Umum, ADM, dan SDM, serta penutup.

Sistem Penerimaan terdiri dari 2 prosedur yaitu : penerimaan

ZIS secara kas/tunai dan penerimaan ZIS melalui trasnfer bank.



a) Prosedur penerimaan dana ZIS secara kas/tunai
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Penanggung Dokumen
No Uraian Prosedur . Yang
jawab Di K
igunakan

1 Menerima setoran tunai Pelaksana Arsip
dari UPZ yang setor ke Kuitansi
kantor setoran

Muzakki

2 Menghitung uang setoran | Pelaksana Bukti setor
dan mengentrinya ke Zakat/Infak
aplikasi SIMBA dan
Mencetak BSZrangkap
dua, satu untuk Muzakki
dan satu arsip BAZNAS

3 Mengeluarkan Pelaksana Tanda terima
pengembalian 10 % dari Infak 10%
setoran dana infak untuk UPZ
UPZ sebagai operasional BAZNAS

Gresik

4 Merekapitulasi setoran Bidang Arsip laporan
atau penerimaan harian Keuangan Harian

5 Menyiapkan slip setoran Bidang Slip setoran
bank Keuangan bank rangkap

dua

6 Menyetorkan sebidang Bidang slip setoran
dana ZIS yang diterima Keuangan bank dan
secara tunai ke salah satu buku bank
rekening bank BAZNAS
kemudian mencatatnya
dibuku bank.

7 Menyimpan kas kecil Bidang Pencatatan
sebagai cadangan Keuangan kas kecil
pengeluaran isidentil

10 | Membuat laporan bulanan | Pelaksana Laporan

Bidang Bulanan
Keuangan




b) penerimaan dana ZIS via transfer/bank
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transfer ke aplikasi
SIMBA dan manual sesuai
dengan tanggal Muzakki
transfer dan mencetak
BSZ

Penanggung Dokumen
No Uraian Prosedur yang
Jawab .
Digunakan
1 Mencetak setiap Rekening | Bidang Arsip
Koran (RC) Bank pada Keuangan rekening
awal bulan berikutnya Koran
2 Merekapitulasi dan Bidang Bukti  setor
mengentri setoran via Keuangan Zakat/Infak

Sistem pengeluaran terdiri dari beberapa prosedur yaitu :

a) Prosedur Pengisian, Pengeluaran, dan Pertanggungjawaban Dana

Kas Kecil,
PenaiEEtlc Dokumen
No Uraian yang
Jawab .
Digunakan
1 Membuat permohonan Seksi bidang | Form
atau pengajuan pencairan pengajuan
dana Kas Kecil periode 1 dana kas
bulan diawal bulan untuk kecil
beberapa kegiatanyang
sudah diprogramkan
kepada pimpinan/kepala
kantor
2 Mencairkan, mencatat Bidang Buku kas
danmenginventarisir keuangan kecil
pengajuan dana kas kecil
3 Pencairan dalam nominal | Kepala Cek/form
besar menggunakan kantor penarikan

cek/form penarikan
tabungan melalui otorisasi
dari pejabat yang
bewenang
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4 Setiap penggunaan dana Seksi bidang | Tanda
baik pencairan bantuan terima, nota,
maupun operasional harus kuintansi
disertai dengan tanda
terima penerima manfaat
dan kuintansi
5 Pertanggungjawaban Seksi Bidang | LPJ kegiatan,
penggunaan dana berupa kuintansi
LPJ pencairan
bantuan
6 Menyerahkan LPJ Seksi Bidang | LPJ per
kegiatan ke bidang kegiatan
Keuangan (Maksimal 3
hari setelah kegiatan
dilaksanakan dikeluarkan)
untuk di verifikasi sesuai
apa tidak
7 Pembuatan LPJ Bidang LPJ Bulanan
global/keseluruhan dari keuangan
setiap seksi bidang
b) Prosedur Pencairan Honor Pimpinan dan Pelaksana
et Dokumen
No Uraian Prosedur yang
Jawab .
Digunakan
1 Pemberian honor kepada | Kepala SK tentang
pimpinan dan manajemen | kantor Honor
berdasarkan  SK  yang pimpinan dan
ditetapkan oleh pimpinan pegawai
di awal tahun
2 Pencairan honor Bidang Tanda terima
dilaksanakan setiap akhir | keuangan honor
bulan
3 Tiga hari sebelum akhir | Bidang SDM, | Form
bulan bidang SDM, ADM, | ADM, dan | pengajuan
dan Umum membuat form | Umum
pengajuan honor kepada
bidang keuangan atas
persetujuan
pimpinan/kepala kantor
4 Mencairkan dan | Bidang Tanda terima
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mengarsip tanda terima | Keuangan honor
honor  pimpinan  dan
pegawai

Sistem pelaporan keuangan merupakan sistem yang sangat
penting dan perlu diperhatikan dalam sebuah organisasi, karena suatu
tanggungjawab organisasi untuk memberikan informasi kepada
muzakki dan masyarakat pada umumnya. Sistem pelaporan keuangan
BAZNAS Kabupaten Gresik dilakukan dengan langkah-langkah
berikut:

1) Mencatat transaksi/kas masuk di Sistem Informasi BAZNAS
(SIMBA)

2) Mencatat di jurnal khusus

3) Membukukan ke buku besar umum

4) Pembuatan laporan keuangan yang mencakup penerimaan dan
pengeluaran per bulan untuk diberikan kepada para muzakki.

5) Pembuatan laporan donasi muzakki perorang

6) Pembuatan laporan tahunan.

d. Bidang SDM, ADM, dan Umum

Sesuai Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) No.

3 Tahun 2014 pasal 44 dan 45, bidang sumber daya alam,

administrasi, dan umum memiliki tugas melaksanakan pengelolaan
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Amil BAZNAS Kabupaten/Kota, Administrasi perkantoran,
Komunikasi, Umum dan pemberian rekomendasi.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, maka
bidang SDM, ADM, dan umum menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:

1) Penyusunan strategi pengelolan amil

2) Pelaksanaan perencanaan amil

3) Pelaksanaan rekrutmen amil

4) Pelaksanaan administrasi perkantoran

5) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan
pelaporan aset

Sistem dan Prosedur yang dilakukan oleh bidang SDM, ADM,
dan Umum diantaranya :

1) Surat Masuk dan Keluar
a) Menerima dan menggandakan berkas surat masuk/keluar
b) Surat masuk dilengkapi dengan lembar disposisi
c) Mengarsip surat masuk/keluar
d) Mencatat atau merekap surat masuk/keluar di buku surat
masuk/keluar
2) Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)
a) Mendata kebutuhan ATK habis pakai satu minggu sekali

b) Menyediakan ATK sesuai kebutuhan
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3) Pengadaan dan pemeliharaan Inventaris kantor
a) Mendata kebutuhan inventaris kantor yang paling dibutuhkan
b) Pelabelan inventaris kantor
c) Cek fisik inventaris kantor setiap bulan
d) Membayar pajak kendaraan, tagihantelepon, speedy dan
tagihan koran setiap bulannya
e) Melakukan pemeliharaankendaaraan operasional setiap tiga
bulan sekali.
f) Maintenance IT kantor setiap bulan.
4) Arsip
a) Menyimpan seluruh dokumen arsip
b) Penataan letak dokumen arsip

¢) Memindahkan dan memusnahkan arsip.

B. Perlakuan Akuntansi Zakat di BAZNAS Kabupaten Gresik
Akuntansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses
pembuatan laporan keuangan karena akuntansi merupakan dasar agar laporan
keuangan dapat disusun secara informatif dan dapat diandalkan. Akuntansi
yang dimaksud meliputi pengakuan, pencatatan, pengukuran dan
pengungkapan yang berkaitan dengan masing- masing akun yang digunakan.
Akun-akun yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan pada

BAZNAS Kabupaten Gresik masih sederhana sehingga pengklasifikasian
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masing - masing akun hanya didasarkan pada kemudahan pelaporan tanpa
alasan yang kongkret ataupun mengikuti aturan PSAK yang telah ada. Hal ini
sesuai dengan peryataan yang di utarakan oleh bapak Muhtadin, S.H.I, selaku
Kepala Kantor :"’
“laporan keuangan yang ada pada laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten
Gresik memang belum sesuai dengan PSAK No. 109 karena memang kami
belum menggunakan PSAK No. 109 sebagai acuan untuk pembuatan laporan
keuangan, namun di aplikasi kita Sistem Informasi BAZNAS (SIMBA) yang
dibuat olen BAZNAS Pusat sudah dilengkapi dengan laporan keuangan yang
sesuai PSAK No. 109, akan tetapi itu masih butuh proses untuk menggunakan
dan membuatnya.”
Adapun perlakuan akuntansi zakat di BAZNAS Kabupaten Gresik
diwujudkan dalam bentuk :
1. Kebijakan Akuntansi pada Aktiva
Menurut  Munawir aktiva adalah sarana atau sumber daya
ekonomik yang dimiliki oleh suatu kesatuan usaha atau perusahaan yang
harga perolehannya atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif.”
Sedangkan Menurut lkatan Akuntansi Indonesia Aktiva adalah aktiva
berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun
lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahan, tidak dimaksudkan

untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahan dan mempunyai

masa manfaat lebih dari satu tahun.”

" Muhtadin, S.H.I, Kepala Kantor Sekretariat BAZNAS Kabupaten Gresik, Wawancara,
Gresik, 05 Mei 2017

78 Munawir, Pengantar Akuntansi Syari’ah, Jakarta : Lentera Islam, 2007, 87

" |katan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 56
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Bedasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa aktiva
adalah sarana yang dimiliki oleh perusahaan yang harus dikelola dengan
baik agar mendapat keuntungan di masa depan. Aktiva yang terdapat di
BAZNAS Kabupaten Gresik berupa aktiva/aset lancar yaitu berupa kas
dan piutang yang digulirkan kepada para mustahiq baik berupa modal
maupun ternak. Dan juga terdapat aktiva/aset tetap berupa mobil
ambulance 2 unit, sedangkan aktiva tetap seperti inventaris dan peralatan
kantor di klasifikasikan sebagai biaya operasional yang dipaparkan pada
bagian pos pengeluaran. Untuk aktiva tetap berupa bangunan atau tanah,
BAZNAS Kabupaten Gresik belum memiliki, kantor sekretariat yang
dipakai sekarang adalah pinjam pakai dari Pemerintah Daerah, jadi biaya
listrik dan air sudah jadi satu dengan pembayaran yang dilakukan
Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Bapak Muhtadin, menuturkan tentang hal-hal yang
berkaitan dengan kas, yaitu:

“ transaksi yang berhubungan dengan kas masuk atau kas keluar di entri
saat terjadi transaksi melalui aplikasi SIMBA. Dengan begitu bagian
keuangan akan lebih mudah mengetahui transaksi yang terjadi saat itu,
walaupun menggunakan aplikasi SIMBA, namun bagian keuangan tetap
mencatatnya dalam jurnal.”

Berikut merupakan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan

akun kas yang ada pada BAZNAS Kabupaten Gresik:
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a. Pengertian
Kas adalah uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai
operasi perusahaan. Termasuk dalam pengertian kas adalah cek yang
diterima dari para langganan dan simpanan perusahaan di bank dalam
bentuk giro atau permintaan deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat
diambil kembali setiap saat oleh perusahaan.®
b. Pos yang termasuk dalam akun kas
Adapun pos-pos yang disajikan dalam akun kas antara lain:
1) Kas BAZNAS Kabupaten Gresik
yaitu kas yang disimpan pada brankas yang ada pada bagian
keuangan guna persediaan kas kecil. Kebutuhan kas kecil untuk
masing-masing bagian dalam kurun waktu satu bulan, prosedurnya
di awal bulan sudah mengajukan kas kecil di bagian keuangan
untuk dikelola masing-masing, akan tetapi akhir bulan per bagian
berkewajiban melaporkan  pertanggungjawaban penggunaan
dananya di bagian keuangan.
Sedangkan untuk kas yang masuk di kasir, disetorkan ke
bagian keuangan yang nantinya akan di setor tunai ke rekening

bank BAZNAS Kabupaten Gresik.

8 Ibid, 3
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Kas Bank

BAZNAS Kabupaten Gresik mempunyai 7 rekening bank,
ada yang berupa rekening tabungan dan giro. Tujuh rekening
bank tersebut adalah bank JATIM Syariah, Bank Mandiri
Syariah, dan Bank Muamalat digunakan khusus untuk rekening
zakat, dan bank JATIM, BRI, bank Gresik, dan BTN digunakan
untuk rekening infak/sedekah.

Kas yang ada di bank merupakan kas yang digunakan
untuk menyimpan uang BAZNAS, sebelum dicairkan untuk
program bantuan.

Kegunaan Akun Kas

Kegiatan utama organisasi pengelola dana ZIS adalah
melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
dana ZIS. Semua kegiatan tersebut selalu berhubungan dengan
aliran kas masuk dan kas keluar. Selain itu, kas juga digunakan
untuk membiayai Kkegiatan operasional organisasi yang
berlangsung, sebagaimana yang dilakukan oleh BAZNAS
Kabupaten Gresik.

Pengakuan dan Pencatatan

Pengakuan dan pencatatan yang dilakukan berhubungan

dengan akun kas yang menggunakan dasar cash basic.

Pencatatan kas masuk dilakukan pada saat terjadi penerimaan
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kas, sedangkan kas keluar dicatat pada saat terjadi pengeluaran
kas. Pencatatan saldo kas dilakukan sesuai dengan saldo yang
sebenarnya ada pada masing-masing pos.
5) Pengukuran
Akun kas BAZNAS Kabupaten Gresik dinilai berdasarkan
nilai yang diterima dan dikeluarkan pada saat terjadi transaksi.
Saldo kas dinilai sesuai dengan saldo yang sebenarnya.
6) Pengungkapan
Akun kas tidak sajikan dalam laporan keuangan yang
dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Gresik. Hal ini dikarenakan
BAZNAS Kabupaten Gresik tidak membuat laporan posisi
keuangan. Sedangkan kas disajikan dalam laporan posisi
keuangan sebesar nilai fisik.
7) Saldo Normal
Semua aktiva bersaldo normal debet. Begitu pula akun
kas yang ada pada BAZNAS Kabupaten Gresik juga memiliki
saldo normal debet. Akun kas akan bertambah jika ada transaksi
yang mendebetnya dan akan berkurang jika ada transaksi yang
mengkreditnya.
8) Jurnal Standart
a) Penerimaan kas secara langsung

Kas BAZNAS Kabupaten Gresik XXXXX
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Penerimaan Zakat Profesi XXXXX
Penerimaan Zakat Fitrah XXXXX
Penerimaan infak/sedekah XXXXX
Penerimaan CSR Perusahaan XXXXX

b) Penerimaan kas melalui transfer
Penerimaan kas melalui transfer rekening an. BAZNAS
Kabupaten Gresik dalam pencatatan jurnalnya tidak
dipisahkan, akan tetapi jadi satu sama penerimaan kas secara
langsung, namun ada keterangan kalau melalui transfer dan
pencatatannya transaksinya disesusaikan dengan tanggal yang
masuk di kas masuk.

¢) Pengeluaran Kas

Pengeluaran dana zakat XXXX
Pengeluaran dana infak/sedekah XXXX
Penggunaan dana amil XXXX
Penggunaan dana non halal/bagi hasil bank XXXX

2. Kebijakan Akuntansi pada Kewajiban
Kewajiban adalah hutang perusahaan masa kini yang timbul dari
peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan di masa datang.®* Kewajiban
disajikan dalam laporan posisi keuangan berdasarkan urutan jatuh

temponya. Umumnya kewajiban ada dua yaitu kewajiban jangka pendek

® Rizal Yaya., dkk, Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer,
Jakarta: Salemba Empat, 2012. 318
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dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah
kewajiban yang harus segera dilunasi dalam kurun waktu kurang dari satu
tahun. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang
pelunasnnya lebih dari satu tahun.®

BAZNAS Kabupaten Gresik tidak pernah mempunyai kewajiban
pada pihak ketiga karena diawal tahun BAZNAS mempunyai Rencana
Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang terperinci untuk setiap program
dan kegiatan yang akan dilakukan dan juga saldo dana yang masih cukup
untuk mencakup seluruh kegiatan.

Dengan begitu dana yang ditargetkan dan diperoleh bisa
diperkirakan dengan seluruh rangkaian program dan kegiatan yang akan
diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik. Kesimpulannya tidak
terdapat kebijakan akuntansi dengan kewajiban.

Laporan Keuangan

Bentuk laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten
Gresik selama ini adalah laporan bulanan dan tahunan. Laporan
pertanggungjawaban ini di publikasikan kepada para muzakki dan
masyarakat umum dalam bentuk surat laporan bulanan, dipublikasikan
melalui majalah dan website BAZNAS Kabupaten Gresik. Hal ini
dilakukan untuk menambahkan rasa percaya (trust) dari muzakki terhadap

dana ZIS yang telah diamanahkan untuk dikelola dengan baik dan

82 Munawir, Pengantar Akuntansi Syari’ah, 54
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transparan. Di bawah ini adalah contoh laporan bulanan yang dibuat oleh

BAZNAS Kabupaten Gresik :

Tabel : 3.3

Laporan Penerimaan dan Pendistribusian Dana ZIS

BAZNAS Kabupaten Gresik Bulan April Tahun 2016

A. INFAQ & ZAKAT OPD/SEKOLAH/PERUSAHAAN

N Bulan Lalu Bulan Ini
0. LR Infag Zakat_ Infag Zakat Profesi s.d. Bulan Ini
Profesi

1 | Bagian Hukum 1.325.500 i 363.000 - 1.688.500
Bagian Kesejahteraan Rakyat i

2 (KESRA) 1.700.000 i 300.000 2.000.000

3 | Bagian Layanan Pengadaan 2.710.000 810.000 - 3.520.000
Barang jasa -

4 | Bagian Pemerintahan 825.400 g 231.000 - 1.056.400
Bagian Organisasi Tata

5 Laksana (ORTALA) 2.724.900 i 825.000 - 3.549.900

g | Bagian Humas Dan 1.448.000 390.000 - 1.838.000
Protokoler .

7 | Bagian Keuangan 4.039.000 i 177.500 - 4.216.500

g | Bagian Program 1.313.600 264.000 . 1,577.600
Pembangunan -

9 | Bagian Perekonomian & SDA 647.500 ) 300.000 - 947.500

10 | Bagian Umum 1.277.500 i 507.500 - 1.785.000
Dinas Keluarga Berencana,

11 | Perlindungan Perempuan Dan 3.285.200 ; 717.500 - 4.002.700
Perlindungan Anak
Dinas Administrasi

12 | Kependudukan Dan Catatan 3.010.000 ) ) - 3.010.000
Sipil

13 | Dinas Kesehatan 7.900.200 i 7.241.000 - 35.620.000

14 | Dinas Lingkungan Hidup 4.927.500 i 1.247.500 - 6.175.000

15 | Dinas Pendidikan 23.450.000 _ | 23.736.000 - 47.250.000

74 | SMPN 1 Gresik - | 15.750.000 i 3.650.000 19.400.000

75 | SMPN 2 Gresik - | 15.334.532 i 3.844.883 19.179.415

76 | SMPN 3 Gresik - | 21.417.400 i 5.404.350 26.821.750

77 | SMPN 4 Gresik - 8.040.000 i 2.040.000 10.080.000
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78 | SMPN 1 Kebomas - | 5.210.000 1.230.000 6.440.000
79 | SMPN 2 Kebomas - | 13.880.000 3.470.000 17.350.000
80 | SMPN 1 Manyar - 10.200.000 ) 2.550.000 12.750.000
81 | SMPN 2 Manyar - 12.400.000 ) 3.100.000 15.500.000
82 | SMPN 1 Bungah - 20.763.000 ) 5.161.000 25.924.000
83 | SMPN 1 Sidayu - 10.800.000 ) 2.700.000 13.500.000
84 | SMPN 2 Sidayu - 6.225.000 ) 1.500.000 7.725.000
85 | SMPN 3 Sidayu - 4.520.000 ) 1.205.000 5.725.000
86 | SMPN 4 Sidayu - 4.100.000 _ 1.025.000 5.125.000
87 | SMPN 1 Dukun - 4.620.000 . - 4.620.000
88 | SMPN 1 Ujungpangkah - | 7.175.000 i 1.850.000 9.025.000
89 | SMPN 1 Panceng - 6.070.000 _ - 6.070.000
90 | SMPN 1 Duduksampeyan - 12.460.000 4 3.115.000 15.575.000
91 | SMPN 1 Cerme - 7.900.000 ) 2.475.000 10.375.000
92 | SMPN 2 Cerme - 10.020.000 ) 2.505.000 12.525.000
93 | SMPN 1 Benjeng 1.520.000 14.780.650 355.000 3.695.950 20.351.600
94 | SMPN 2 Benjeng - 4.100.000 ) 1.025.000 5.125.000
95 | SMPN 1 Balongpanggang - 8.537.000 ) 2.243.000 10.780.000
96 | SMPN 2 Balongpanggang - 6.240.000 _ 1.555.000 7.795.000
97 | SMPN 3 Balongpanggang - | 8.392.000 - 2.098.000 10.490.000
98 | SMPN 1 Menganti 1.135.000 10.000.000 265.000 2.425.000 13.825.000
99 | SMPN 2 Menganti 280.000 13.100.000 60.000 3.350.000 16.790.000
## | SMPN 1 Kedamean - 19.294.000 ) 4.741.000 24.035.000
## | SMPN 1 Driyorejo 320.000 | 20.400.000 80.000 5.050.000 25.850.000
## | SMPN 1 Wringinanom - 17.125.000 ) 4.225.000 21.350.000
## | SMPN 2 Wringinanom - 8.600.000 ) 2.150.000 10.750.000
## | SMPN 1 Tambak Bawean - ) 1.565.000 - 1.565.000
HHHHHHHE HEHHHHE 39.435.000 79.383.183
JUMLAH HHHHHEHH
503.063.432 118.818.183
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NO NAMA INSTANSI INFAQ ZAKAT JUMLAH
Dr. Ir. Sambari Halim Radianto, ST, . .
Lol i Bupati Kab. Gresik | 300000 | 300000
. . Wakil Bupati Kab.
2| Dr.H. Moh. Qosim, M.Si Gresik | 300000 | 300000
. L . Sekretaris Daerah Kab.
3 Drs. Kng. Djoko Sulistio Hadi, MM Gresik i 200.000 200.000
Staf Ahli Bupati Bid.
4 Ir. Hari Sucipto, MM Kemasyarakatan & ) 100.000 100.000
SDM
. . = Asisten 111 Administrasi
5 Drs. Siswadi Aprilianto, MM N _ 200.000 200.000
. . Kabag Kesejahteraan
6 | Khusaini, SE, M.Si Rakyat -| 150000 |  150.000
. Bag. Kesejahteraan
7| Khoirul Anwarliy Rakyat -| 100000 |  100.000
. ; Bag. Kesejahteraan
8 | Nanik Sungghi S8 Rakyat -| 100000 |  100.000
Bag. Layanan
9 Syaiun Malik, SE ?:snagadaan Barang dan 2 200.000 200.000
Bag. Layanan
10 | Nira Adib Pengadaan Barang dan i 100.000 100.000
Jasa
11 | Moch. Yusuf Ansyori, S.Sos. MM Bag. Pemerintahan ) 200.000 200.000
12 | Dra. Hj. Malahatul Fardah, MM Kabag ORTALA _ 150.000 150.000
13 | Siri Rahayu, S.Sos Bag. ORTALA i 150.000 150.000
14 | SriRahayu Bag. ORTALA ) 500.000 500.000
15 | M. Irwan Kurniawan Bag. ORTALA ) 25 000 25000
16 | Sunarto, S.Sos Bag. ORTALA ) 110.000 110.000
17 Aniza Yanuriska Wardani, S.Si Bag. ORTALA ) 50.000 50000
Kabag HUMAS dan
18 | Suyono, SH, S.Sos, MM Protokoler -| 135000 | 135000
Bag. HUMAS dan
19| Heru